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1.1 Latar Belakang 
        Kehalalan merupakan salah satu aspek penting dalam beragama. Halal 
secara definisi mengandung arti segala sesuatu yang menyebabkan seseorang 
tidak dihukumi haram jika menggunakannya (Aziz, 2006). Halal menjadi salah 
satu wujud ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam Islam, halal 
menjadi standar diperbolehkannya suatu barang untuk digunakan. Selain halal, 
aspek thayyib (baik) juga harus menjadi pertimbangan oleh setiap muslim dalam 
mengkonsumsi suatu barang. Thayyib berarti makanan tersebut memberikan 
manfaat positif bagi kesehatan dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh. 
Hal tersebut tercantum dalam firman Allah dalam Al-qur‟an surat Al-Baqarah ayat 
168, yang artinya “Wahai manusia, makanlah dari  (makanan) yang halal dan 
thayyib (baik) yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-
langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu”. Ayat tersebut 
menegaskan bahwa memilih makanan yang halal dan thayyib adalah sebuaا 
keharusan, tidak hanya untuk umat muslim namun ditujukan bagi seluruh 
manusia.  
        Mengkonsumsi makanan halal sejatinya merupakan salah satu perilaku 
pribadi yang taat. Dimana, makanan dan minuman yang halal dan thayyib telah 
dijelaskan secara komprehensif, baik dalam Al-qur‟an dan hadits. Mengenai 
hukum seputar makanan dan minuman yang boleh dan tidak boleh untuk 
dikonsumsi, Islam sangat tegas mengaturnya. Ajaran Islam sangat 
memperhatikan sumber dan kebersihan makanan, cara memasak, cara 


















 1997). Hal tersebut dikarenakan, makanan dan minuman  yang akan dikonsumsi 
akan bercampur dalam tubuh serta akan membentuk kepribadian orang tersebut. 
Mengkonsumsi makanan halal dan thayyib juga akan membuat individu 
mendapatkan kemaslahatan (ketentraman dan kebahagiaan) dalam hidupnya.   
Selain itu, mengkonsumsi yang benar menurut agama juga merupakan salah 
satu syarat diterimanya amal (perbuatan) seseorang. Sebagaimana hadits Rasul 
Muhammad shallaaahu „alaihi wasallam yang berbunyi, “Ketahuilah, bahwa 
suapan haram jika masuk dalam perut salah satu dari kalian, maka amalannya 
tidak diterima selama 40 hari.” (Riwayat At Thabrani).  
        Dewasa ini, istilah halal style marak digalakkan. Adanya campaign tentang 
halal sebagai kebutuhan dan gaya hidup membuat masyarakat lebih kritis dalam 
memilah sejumlah barang yang akan dikonsumsi. Gerakan sadar halal 
merupakan sebuah gelombang yang lahir bukan hanya dari masyarakat 
Indonesia namun juga masyarakat dunia (Cameli, 2016). Nyatanya, konsumsi 
masyarakat akan produk halal sudah merebak keberbagai bidang. Setidaknya, 
ada enam sektor yang sudah mengusung konsep halal yakni antara lain: kuliner, 
keuangan Islam, fashion, kosmetik, farmasi, media hiburan dan pariwisata (State 
of The Global Islamic Economy Report, 2017/2018). Hal tersebut, 
dilatarbelakangi oleh mulai tingginya tingkat pemahaman dan kepatuhan individu, 
terutama oleh setiap seorang muslim sebagai wujud ketaatan beragama. 
Dampaknya, halal merupakan elemen penting yang dapat mempengaruhi 
perilaku konsumen dalam pembelian dan konsumsi (Ab Thalib, 2016). Sehingga, 
konsumsi barang halal sudah menjadi salah satu tren masyarakat dalam 
memenuhi kebutuhannya.  
       Kepekaan masyarakat untuk mengkonsumsi produk halal sebagian besar 
dominan pada produk makanan dan minuman (pangan). Hal tersebut 


















pembuatan, alat produksi sampai tata cara pengolahan makanan minuman yang 
sangat variatif dan bisa berpotensi bercampur dengan zat yang dilarang oleh 
agama, sehingga membuatnya berstatus haram. Selain itu, tren konsumsi 
pangan halal oleh masyarakat khususnya di Indonesia, tidak terlepas dari adanya 
sejumlah isu produk beredar yang mengandung bahan haram. Misalnya pada 
tahun 1988, banyak isu yang beredar mengenai kasus “Lemak Babi”, kasus 
“Bahan Pakan Ayam dari Daging Tikus”, dan kasus “Pemanfaatan Limbah Darah 
sebagai Bahan Pangan” (Adinegoro dan Rahayu, 1997). Begitu juga dengan 
makanan siap saji milik perusahaan luar negeri yang merupakan MNC (Multi 
National Corporation) yang ada di Indonesia tidak luput dari isu mengandung 
bahan haram (mengandung babi). Selain itu, baru-baru ini juga ditemukan 
adanya rumah makan di daerah Jakarta yang menjual makanan haram tanpa 
adanya sepengetahuan konsumen (www.portal-islam.id, 2018). Dengan 
maraknya berbagai kasus tersebut, menjadi salah satu bukti bahwa makanan 
dan minuman merupakan isu sensitif. Sehingga dari berbagai fenomena tersebut, 
membuat masyarakat, terutama individu muslim semakin awas dengan makanan 
dan minuman yang akan mereka konsumsi.  
          Dari segi kesehatan, makanan atau produk pangan yang dikatakan halal 
dan thayyib nyatanya memiliki manfaat yang baik bagi tubuh. Salah satu 
penelitian besar yang pernah dilakukan dalam hal ini adalah penelitian tentang 
perbedaan cara penyembelihan hewan ternak dengan cara potong konvesional 
(dengan pisau tajam) dan dengan menggunakan Pistol Kejutan (CBP). Penelitian 
ini dilakukan oleh salah satu pakar dari Jerman yakni Profesor Wilhelm Schulze. 
Dimana, menggunakan alat tajam dalam penyembelihan hewan adalah salah 
satu syarat penyembelihan yang diwajibkan dalam Islam (Kementerian Agama 


















"The Islamic way of slaughtering is the most humane method of slaughter 
and that captive bolt stunning, practiced in the West, causes severe pain to 
the animal" (Schulze Wilhelm dkk, 1978).  
        Sebagaimana yang telah dipublikasikan pada beberapa website resmi 
islam, salah satunya yakni website Islam di Inggris 
(www.mustaqim.co.uk/halal.htm) menyebutkan bahwa hasil dari penelitian 
tersebut mengatakan bahwa hewan yang yang disembelih dengan 
penyembelihan konvensional (melakukan sayatan cepat pada leher hewan 
dengan alat pisau tajam) memperlihatkan hewan tidak merasakan rasa sakit. 
Berbeda dengan menggunakan metode Pistol Kejutan (CBP) yang biasa 
dilakukan di Barat menunjukkan tanda-tanda kesakitan yang diderita hewan 
tersebut. Oleh karenanya, penyembelihan konvesional ala islam dianggap lebih 
manusiawi. Selain itu, dampak dari pemotongan yang benar juga akan membuat 
daging hewan akan lebih segar dan sehat.  
         Contoh lain yakni, banyaknya kasus makanan dan minuman yang 
mengandung alkohol juga terbukti tidak baik bagi kesehatan. Telah banyak pihak 
yang mengecam konsumsi benda tersebut karena dampak negatifnya yang 
begitu besar bagi tubuh. Menurut dr. Danardi, Ketua Umum Perhimpunan Dokter 
Spesialis Kedokteran Jiwa mengatakan bahwa beberapa dampak negatif dari 
konsumsi alkohol  dapat menyebabkan penurunan kemampuan berfikir, 
gangguan perilaku, kerusakan pada beberapa organ tubuh hingga komplikasi 
gangguan psikiatri berat jika mengkonsumsinya dalam jumlah yang berlebihan 
(Kementerian Kesehatan RI, 2017). Islam sendiri telah secara tegas melarang 
konsumsi alkohol (khamr). Allah berfirman dalam Q.S Al-baqarah ayat 219, yang 
artinya “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada 
keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi 


















        Disisi lain, perkembangan industri makanan halal dunia dalam dekade ini 
menunjukkan hasil diluar dugaan. Menurut State of The Global Islamic Economy 
Report tahun 2017/2018 yang dikeluarkan oleh perusahaan Thomson Reuters, 
diperkirakan belanja muslim global selain pada sektor keuangan syari‟ah pada 
tahun 2016 mencapai USD 2 trilliun. Dimana, sekitar USD 1.24 triliun dikeluarkan 
pada makanan dan minuman. Sektor ini merupakan sektor pengeluaran  muslim 
tertinggi. 




keuangan syariah (aset) 2.2 triliun 
makanan halal 1.24 triliun 
fashion  syar‟i 254 milyar 
media dan hiburan syar‟i 198 milyar 
pariwisata halal 169 milyar 
farmasi dan kosmetik halal 140.4 milyar 
 
Sumber: Data diolah Thomson Reuter, 2017 
      Selain itu perkembangan pangan halal dunia juga ditandai dengan semakin 
meningkatnya kesadaran halal di negara Barat. Negara yang notabene bukan 
negara muslim atau mayoritas penduduknya muslim mulai concern pada 
pengembangan industri makanan halal. saat ini telah banyak tumbuh berbagai 
investasi pada industri pangan halal, diantaranya (www.perkosmi.com, 2018) : 
1. Adanya Brasil Food Company (BFC) yang merupakan supplier berbagai 
produk halal asal Brasil ke pasar dunia; 
2. Perusahaan ritel halal dunia, Lulu Hypermarket yang dimiliki oleh pengusaha 
asal Abu Dhabi. Dimana, perusahaan ini menjual berbagai produk halal lebih 


















3. PrimaBaguz Sdn.Bhd, merupakan perusahaan asal Malaysia yang 
memproduksi produk halal berbahan baku daging untuk disalurkan ke 
berbagai  supermarket, hotel, resort, restoran, dan perusahaan jasa pangan. 
       Selain itu, perkembangan industri halal dunia juga ditandai dengan 
didirikannya lembaga-lembaga penjamin pangan halal diberbagai negara. Hal 
tersebut tertujuan untuk memberikan jaminan kehalalan bagi warga muslim yang 
tinggal di masing-masing negara dengan adanya sertifikasi halal. Adalah WHC 
(World Halal Council) merupakan dewan halal dunia yang menjadi wadah bagi 
para lembaga penjamin halal dunia. Lembaga yang didirikan pada 6 Desember 
1999 ini berfokus pada standarisasi, prosedur maupun sertifikasi pangan halal. 
Sampai saat ini telah ada 49 lembaga penjamin pangan halal yang tergabung di 
WHC (www.whfc-halal.com, 2017). 
Gambar 1.1 : Jumlah  Lembaga Sertifikasi Halal Dunia Berdasarkan Benua 
Tahun 2017 
 
Sumber: Data diolah , 2017 
       Lebih jelasnya, daftar negara yang telah memiliki lembaga penjamin sertifikat 

























Tabel 1.2 : Negara di Dunia yang Telah Memiliki Lembaga Penjamin 
Sertifikasi Halal 










Islamic Service of 
America (ISA) 
www.isahalal.org 
Halal Transaction of 
Omaha 
www.halaltransactions.og 




Centre for Latin America 
(CDIAL) 
www.cdialhalal.com.br 
The Islamic Food and 







Islamic Food and 




Federation of Muslim 











dan Kosmetika (LPPOM 
MUI) 
www.halalmui.org 
















































Vietnam Halal Certification Agency www.halal.vn 
India 
Jamiat Ulama e 
Maharashtra 
www.halalcommittee-jum.org 

















Australian Federation Of 




Global Halal Trade 
Center (GHTC) 
www.globalhalaltrade.com.au 
Supreme Islamic Council 
of Halal Meat in Australia 
Inc. (SICHMA) 
www.sichma.com.au 
The Islamic Co-ordinating 
Council of Victoria 
www.iccv.com.au 





Asia Pacific Halal 
Services New Zealand 


























AL- Kauthar Halal Meat 
and Inspection (AL 
KAHMI) 
www.alkautharhalal.com 
The Federation of Islamic 





















Halal Quality Control 
(HQC) 
www.halaloffice.com 













The Muslim Religious 
Union of Poland 
- 
Inggris 
The Muslim Food Board 
UK 
www.tmfb.net 




Eurasia Halal Service 
Center 
ww.avrasyahalal.com 
Jerman Halal Control e.K. (EU) www.halalcontrol.de 
Spanyol Halal Institute of Spain www.institutohalal.com 
Perancis 
The Grand Mosque of 

























Halal Trust (NIHT) 
www.halaal.org.za 
 
sumber: Data diolah, 2018 
        Berdasarkan diagram dan tabel diatas dapat diketahui hingga tahun 2017, 
tercatat ada 46 lembaga penjamin makanan halal di dunia yang diakui oleh 
WHFC (World Halal Food Council). Dimana di wilayah Asia terdapat 12 lembaga, 
Eropa 14 lembaga, Amerika 10 lembaga, Autralia-Selandia Baru 9 lembaga dan 
Afrika 1 lembaga. Negara yang paling banyak memiliki lembaga penjamin 
makanan halal yakni Amerika Serikat (6 lembaga) dengan status kepemilikan 
dipegang oleh swasta. Selain banyaknya negara besar yang sudah memiliki 
lembaga penjamin makanan halal, negara-negara tersebut mulai membuka 
fasilitas maupun tempat yang menjual produk halal. 
        Sertifikasi produk halal merupakan pokok utama untuk menumbuhkan pasar 
global pangan halal (Ab Thalib dkk, 2016). Sertifikasi halal bertujuan untuk 
mengetahui apakah suatu produk yang akan dikonsumsi oleh umat Islam adalah 
halal atau tidak (Neio, 2016). Namun, bukan berarti, produk yang tidak 
tersertifikassi halal merupakan produk yang mutlak haram, akan tetapi belum 
terjamin kehalalannya atau masih diragukan (Herliani, 2016). Selain itu, 
fenomena tersebut juga dikarenakan tren makanan halal dapat menjadi salah 
satu elemen pendobrak perekonomian negara tersebut. Menurut Afroniyati 
(2014) adanya sertifikasi halal di berbagai negara, tidak lagi sebatas upaya 
perlindungan bagi umat Islam terhadap zat halal dan haram, tetapi melebar 
menjadi komoditas dagang. Hasilnya pun terlihat, pada tahun 2015 dari total 
pengeluaran untuk makanan dan minuman agregat, sekitar USD 415 miliar 


















halal, dan diperkirakan tumbuh menjadi USD 1,9 triliun pada tahun 2021. (State 
of The Global Islamic Economy Report, 2016-2017).  
       Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan baik di Indonesia maupun 
negara lain, menghasilkan kesimpulan bahwa adanya sertifikat halal (dalam hal 
ini label halal pada produk) berpengaruh positif terhadap keputusan konsumen 
dalam melakukan pembelian. 
Tabel 1.3: Hasil Penelitian tentang Pengaruh Positif Labelisasi Halal 
terhadap Keputusan Membeli   
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Sampel: 300 - 
 
Sumber: Data diolah berbagai sumber, 2018 
        Dari berbagai penelitian kuantitaif yang dilakukan untuk mengetahui 
hubungan atau korelasi label halal terhadap minat membeli, didapatkan hasil 
yang positif. Artinya, adanya label halal dapat mempengaruhi dan meningkatkan 


















       Seperti yang diketahui bahwa adanya sertifikasi produk halal tidak terlepas 
dari adanya lembaga penjamin halal. Di Indonesia, lembaga penjamin halal 
semula dimandatkan pemerintah kepada MUI (Majelis Ulama Indonesia) yakni 
dengan didirikannya LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan 
Kosmetika) berdasarkan surat keputusan perizinan nomor 018/MUI/1989. 
Namun, untuk memaksimalkan jaminan kehalalan di Indonesia, maka pada 
tanggal 17 Oktober 2014 disahkan Undang-undang tentang Jaminan Produk 
Halal (JPH) Nomor 33 Tahun 2014. Salah satu isi dari undang-undang tersebut 
yakni memutuskan untuk dibentuknya  Badan Penyelenggara Jaminan Produk 
Halal (BPJPH). Pembentukan ini bertujuan untuk lebih memfokuskan jaminan 
produk halal di Indonesia. 
        Akan tetapi, hingga saat ini Indonesia masih belum bisa menunjukkan 
keunggulannya pada bidang industri pangan halal di level dunia. Meskipun 
menurut laporan State of The Global Islamic Economy (2017- 2018) Indonesia 
merupakan pasar pengeluaran makanan konsumen muslim tertinggi dunia pada 
tahun 2015 (USD 154.9 milyar) dan 2016 (USD 169.7 milyar). Akan tetapi, 
Indonesia masih belum bisa menjadi negara pangan halal terbaik dunia. Tercatat 
hingga tahun 2017, Indonesia belum bisa menempati 10 besar negara dengan 
pencapaian pangan halal tertinggi. Justru, yang menempati urutan pertama di 
tempati oleh Malaysia dengan nilai 89, disusul oleh Uni Emirat Arab dengan nilai 
67; Brazil 66; Australia 62; Pakistan diurutan ke lima dengan nilai 60; selanjutnya 
ada negara Oman 57 poin; Brunei 52 poin; Singapura dengan nilai 51 dan Arab 




































Sumber: Data diolah Thomson Reuter, 2018 
       Hal yang menarik adalah, pada tahun 2016 yang menempati ranking 
pertama adalah negara Uni Emirat Arab, sedangkan Malaysia menempati urutan 
ke empat. Meroketnya Malaysia menuju posisi teratas dikarenakan Malaysia aktif 
dalam peningkatan jumlah artikel ilmiah tentang makanan halal. Selain itu, 
banyaknya acara terkait pangan halal yang telah diselenggarakan, serta 
konsistensi ekspor Malaysia ke negara OKI membuat negara ini patut menjadi 
negara pangan halal terbaik dunia. Secara umum, penilaian kategori negara 
pangan halal terbaik dunia didasarkan pada beberapa indikator, yakni:  
1. Suplai pasokan bahan pangan yang stabil (termasuk ekspor ke negara 
Organisasi Kerjasama Islam),  
2. Pemerintah (kebijakan dan regulasi pemerintah), 
3. Tingkat kesadaran (didasarkan pada penyelenggaraan event yang berkaitan 
dan tingkat literasi ilmiah mengenai pangan halal), 


















meski begitu, melihat prospek pangan halal yang disinyalir akan semakin 
berkembang kedepannya (tahun 2021 mencapai USD 1.9 triliun), bukan tidak 
mungkin Indonesia akan melakukan berbagai akselerasi strategi dalam untuk 
mengejar ketertinggalannya. Oleh karena itu, merujuk pada berbagai fenomena 
dan data yang telah dipaparkan diatas, penulis bermaksud membuat penelitian 
mengenai “ Studi Tentang Peluang dan Tantangan Industri Pangan Halal 
Terhadap perekonomian di Indonesia”. Dengan adanya penelitian ini 
diharapkan dapat membuka cakrawala berfikir dan memberi gambaran mengenai 
berbagai potensi besar yang dimiliki dan bisa dikembangkan kedepannya. 
1.2 Fokus Penelitian 
       Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 
masalah yang akan diteliti adalah bagaimana peluang dan tantangan industri 
pangan halal terhadap perekonomian di Indonesia? 
1.3 Tujuan Penelitian 
        Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan industri pangan halal 
terhadap perekonomian di Indonesia. 
1.4 Manfaat Penelitian  
        Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi berbagai 
pihak, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu acuan referensi belajar 
maupun bahan diskusi yang dapat dikembangan kedepannya. Adapun manfaat 
dari penelitian dapat diuraikan sebagai berikut: 
a) Bagi Mahasiswa 
1. Sebagai media belajar ilmiah dan pengaplikasian ilmu yang telah 


















2. Dapat menguji kemampuan pribadi dalam berfikir, berkreasi dan 
mengembangkan ilmu dalam bentuk penelitian ilmiah 
3. Untuk menciptakan pola pikir yang lebih visioner dalam menghadapi 
berbagai fenomena dan permasalahan yang ada di Indonesia 
b) Bagi Akademisi 
Dapat menjadi salah satu acuan referensi ilmiah dalam belajar, berdiskusi 
dan mengembangkan wawasan mengenai industri pangan halal di 
Indonesia. 
c) Bagi Praktisi  
Sebagai salah satu bahan renungan dan pemikiran terkait berbagai hal 
yang berhubungan dengan pengembangan industri pangan halal di 
Indonsia, karena praktisi juga merupakan elemen penting terkait 
kemajuan industri pangan halal. 
d) Bagi Instansi Pemerintah yang terkait 
            Dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan kebijakan dan 






















       Pada bab 2 dalam penelitian ini, penulis akan melakukan kajian pustaka 
yang diperoleh dari beberapa literatur ilmiah, yakni antara lain Al-qur‟an, hadits, 
buku, jurnal nasional dan internasional serta beberapa hasil penelitian. Dalam 
kajian pustaka ini akan menampilkan aspek teoritis dan konseptual terhadap 
aspek yang akan dikaji dan menjadi landasan ilmiah bagi penelitian ini. 
2.1 Konsep Halal dalam Islam 
        Islam merupakan agama yang komprehensif. Segala aspek kehidupan telah 
diatur dalam Islam. Tidak hanya sebagai agama yang menuntun ummatnya, 
akan tetapi Islam datang dengan tujuan rahmatan lil „aalamiin (sebagai rahmat 
untuk semesta alam). Turunan dari misi tersebut yakni Islam dapat memberikan 
manfaat, berkah, kebaikan, keuntungan, dan kesejukan bagi seluruh umat 
manusia (Nata, 2011). Oleh karenanya, hukum dalam Islam tidak hanya memuat 
larangan dan perintah yang ditujukan eksklusif kepada umat Islam, akan tetapi 
sebagian dari ajarannya juga ditujukan kepada semua mahluk. Salah satu dari 
sekian banyak hukum yang Allah turunkan untuk umat manusia adalah perintah 
untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S 
Al-Baqarah: 168, yang berbungi “Wahai manusia, makanlah yang halal dan baik 
yang ada di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. 
Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagimu”. Ayat tersebut ditujukan 
kepada manusia tidak lain karena makanan yang halal dan thayyib (baik) 


















Dimana, kebaikan dari suatu makanan adalah yang bukan dibenci oleh tubuh 
dan tidak mendatangkan madharat (kerugian) bagi tubuh (Thihmaz, 2001).  
2.1.1 Definisi Halal 
        Halal berasal dari bahasa arab ( الحالل ) yang memiliki arti membebaskan, 
membubarkan, memecahkan dan membolehkan. Menurut Ali (2016) halal adalah 
sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dilakukan, digunakan atau 
diusahakan karena telah terurai tali atau ikatan yang mencegahnya dari unsur 
yang membahayakannya dengan disertai perhatian cara memperolehnya. 
         Kata halal sering disandingkan dengan kata mubah atau jaiz, yang sama-
sama memiliki arti boleh dalam kedudukan hukum Islam. Namun, kata halal 
sering dikaitkan dengan labelilasasi hukum pada makanan dan minuman. Dalam 
hal kaidah, kehalalan suatu benda merupakan hukum asal. Jumhur (mayoritas) 
„ulama sepakat untuk menetapkan kaidah  al-ashlu alal asya‟i„)األصل في ألشياء اإلباحة  
al-ibahah‟) yang artinya hukum asal suatu benda adalah boleh. Dimana, lawan 
dari kata halal adalah haram, yakni segala sesuatu yang dilarang oleh agama. 
Sehingga suatu benda sebenarnya boleh dikonsumsi sampai ada dalil yang 
mengharamkannya.  Dalam Islam, haram dipandang dari dua sudut: pertama, 
dari segi batasan dan esensinya. Kedua, dari segi bentuk dan sifatnya (Dahlan, 
1996). Selain itu, penegasan pada area halal dan haram juga terdapat pada 
hadits Rasulullah Muhammad shallaahu „alaihi wasallam, yang berbunyi: 
        “ Sesungguhnya yang halal adalah jelas dan yang haram juga jelas dan di 
antara keduanya terdapat perkara yang samar, kebanyakan manusia tidak 
mengetahuinya. Barangsiapa yang menghindar dari yang samar maka dia 
telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang 
terjatuh dalam perkara yang samar maka dia telah terjatuh dalam perkara 


















lain dikhawatiri dia masuk ke dalamnya. Ketahuilah setiap raja memiliki 
pagar (aturan), aturan Allah adalah larangan-larangan-Nya. Sesungguhnya 
di dalam tubuh terdapat segumpal daging jika dia baik maka baiklah 
seluruh jasad itu, jika dia rusak maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah 
itu adalah hati.” (HR. Bukhari dan Muslim) 
2.1.2 Dasar Hukum Perintah Mengkonsumsi yang Halal dan Menjauhi yang 
Haram 
        Begitu pentingnya aspek kehalalan dalam Islam, banyak sekali dalil yang 
menerangkan tentang halal dalam Al-quran dan hadits Rasulullah Muhammad 
shallaahu a‟alahi wasallam. Terdapat sekitar 48 kali pengulangan kata “tha‟am” 
yang berarti ”makanan” dalam Al-qur‟an. Kata “akala” yang berarti ”makan” 
sebagai kata kerja tertulis sebanyak 109 kali dalam berbagai derivasinya, 
termasuk kata “kul”, yang berarti perintah ”makanlah” sebanyak 27 kali. Selain 
itu, kata “syariba” yang berarti ”minum” termuat sebanyak 39 kali dalam Al-qur‟an 
(Winata, 2006). 
         Berikut dalil dalam Al-qur‟an yang menjelaskan tentang makanan halal: 
Tabel 2.1: Dalil Al-qur’an tentang Makanan yang Halal dikonsumsi 











“Hai orang-orang yang beriman, 
makanlah di antara rezeki yang baik-
baik yang Kami berikan kepadamu 
dan bersyukurlah kepada Allah, jika 









“Dan sungguh, pada hewan ternak 
itu benar-benar terdapat pelajaran 
bagi kamu. Kami memberimu minum 
dari apa yang ada dalam perutnya 
(berupa) susu murni antara kotoran 
dan darah, yang mudah ditelan bagi 





























“Dan makanlah makanan yang halal 
lagi baik dari apa yang Allah telah 
rezekikan kepadamu, dan 
bertakwalah kepada Allah yang 









“Maka makanlah yang halal lagi baik 
dari rizki yang telah diberikan Allah 
kepadamu; dan syukurilah nikmat 
Allah, jika kamu hanya kepada-Nya 








“Maka makanlah dari sebagian 
rampasan perang yang telah kamu 
ambil itu, sebagai makanan yang 
halal lagi baik, dan bertakwalah 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah 












“Dihalalkan bagimu binatang buruan 
laut dan makanan (yang berasal) 
dari laut sebagai makanan yang 
lezat bagimu, dan bagi orang-orang 
yang dalam perjalanan; dan 
diharamkan atasmu (menangkap) 
binatang buruan darat, selama kamu 
dalam ihram. Dan bertakwalah 
kepada Allah Yang kepada-Nya-lah 
kamu akan dikumpulkan.” 
 
Sumber: Quranidea, 2012 
       Selain itu, dalam Al-quran juga disebutkan larangan-larangan mengkonsumsi 



















Tabel 2.2: Dalil Al-qur’an tentang Makanan yang Haram Dikonsumsi 
















“Sesungguhnya Allah hanya 
mengharamkan bagimu bangkai, 
darah, daging babi, dan binatang 
yang (ketika disembelih) disebut 
(nama) selain Allah. Tetapi 
barangsiapa dalam keadaan 
terpaksa (memakannya) sedang dia 
tidak menginginkannya dan tidak 
(pula) melampaui batas, maka tidak 
ada dosa baginya. Sesungguhnya 






















“Diharamkan bagimu (memakan) 
bangkai, darah, daging babi, (daging 
hewan) yang disembelih atas nama 
selain Allah, yang tercekik, yang 
terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, 
dan diterkam binatang buas, kecuali 
yang sempat kamumenyembelihnya, 
dan (diharamkan bagimu) yang 
disembelih untuk berhala. dan 
(diharamkan juga) mengundi nasib 












“Mereka bertanya kepadamu tentang 
khamar dan judi. Katakanlah: “Pada 
keduanya terdapat dosa yang besar 
dan beberapa manfaat bagi 
manusia, tetapi dosa keduanya lebih 
besar dari manfaatnya”. Dan mereka 
bertanya kepadamu apa yang 
mereka nafkahkan. Katakanlah: 
“Yang lebih dari keperluan”. 
Demikianlah Allah menerangkan 

































“Hai orang-orang yang beriman, 
sesungguhnya (meminum) khamar, 
berjudi, (berkorban untuk) berhala, 
mengundi nasib dengan panah, 
adalah termasuk perbuatan syaitan. 
Maka jauhilah perbuatan-perbuatan 

















“Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh 
dalam wahyu yang diwahyukan 
kepadaku, sesuatu yang diharamkan 
bagi orang yang hendak 
memakannya, kecuali kalau 
makanan itu bangkai, atau darah 
yang mengalir atau daging babi 
(karena sesungguhnya semua itu 
kotor)  atau binatang yang 
disembelih atas nama selain Allah. 
Barangsiapa yang dalam keadaan 
terpaksa, sedang dia tidak 
menginginkannya dan tidak (pula) 
melampaui batas, maka 
sesungguhnya Tuhanmu Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang” 
 
 
Sumber: Quranidea, 2012 
       Selain itu, aturan mengenai makanan halal dan haram juga disebutkan 
dalam beberapa hadits Rasulullah Muhammad shallaahu „alaihi wasallam, antara 
lain yakni: 
“Sesungguhnya Allah baik dan tidak mengabulkan (menerima) kecuali yang 
baik-baik. Allah menyuruh orang mukmin sebagaimana Dia menyuruh 
kepada para rasul, seperti firman-Nya dalam surat Al Mu‟minun ayat 52: “Hai 
rasul-rasul, makanlah dari makanan-makanan yang baik-baik dan 
kerjakanlah amal yang shaleh.” Allah juga berfirman dalam surat Al Baqarah 
172: “Hai orang-orang yang beriman makanlah di antara rezeki yang baik-


















jauh, rambutnya kusut dan wajahnya kotor penuh debu menadahkan 
tangannya ke langit seraya berseru: “Ya Rabbku, Ya Rabbku”, sedangkan 
makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dia diberi 
makan dari yang haram pula. Jika begitu bagaimana Allah akan 
mengabulkan doanya?” (HR. Muslim) 
“Wahai Sa‟ad, perbaikilah (murnikanlah) makananmu, niscaya kamu menjadi 
orang yang terkabul do‟anya. Demi yang jiwa Muhammad dalam 
genggaman-Nya. Sesungguhnya seorang hamba melontarkan sesuap 
makanan yang haram ke dalam perutnya maka tidak akan diterima amal 
kebaikannya selama empat puluh hari. Siapapun yang dagingnya tumbuh 
dari yang haram maka api neraka lebih layak membakarnya.” (HR. Ath-
Thabrani) 
Thariq bin Suwaid bertanya kepada Nabi Saw tentang khamar (arak) dan 
beliau melarangnya. Lalu Thariq berkata, “Aku hanya menjadikannya 
campuran untuk obat.” Lalu Nabi shallaahu „alaihi wasallam berkata lagi, “Itu 
bukan obat tetapi penyakit.” (HR. Ahmad) 
“Rasulullah shallaahu „alaihi wassalam melarang kami minum dan makan 
dengan perkakas makan dan minum dari emas dan perak. Beliau juga 
melarang kami berpakaian sutera dan yang dibordir dengan benang sutera 
dengan sabdanya, “Itu untuk kaum musyrikin di dunia dan untuk kamu di 
akhirat.” (Mutafaq‟alaih) 
2.1.3 Kriteria Makanan dan Minuman Halal 
          Sejatinya, makanan yang dikonsumsi adalah berasal dari tumbuhan dan 
hewan. Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari 
tumbuhan, berupa sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal, kecuali 
yang beracun dan membahayakan nyawa manusia (Kementerian Agama, 2003). 
Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-A‟raf ayat 157 yang artinya, “Mereka 
bertanya kepadamu: (makanan) yang baagimanakah yang dihalalkan bagi 


















        Namun demikian, Islam juga telah memberikan arahan lebih spesifik 
terhadap persoalan halal-haram. Ada beberapa kriteria dalam Islam mengenai 
makanan halal dan haram, yakni antara lain: 
a)  Tidak mengandung unsur haram yang telah disebutkan dalam Al-qur‟an. 
Yakni: bangkai, darah, daging babi, hewan yang tanpa nama Allah, yang 
tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang 
buas (Q.S Al-Maidah:3). Namun ada beberapa penegasan dan pengecualian 
dari pelarangan makanan-makanan tersebut, yakni:  
       1. Babi, apapun yang berasal dari babi maka harus dihukumi haram. Baik 
berupa daging, tulang, minyak, darah dan lain sebagainya. Seperti hadits 
Rasulullah Muhammad shallaahu a‟laihi wasallam, yang artinya “Dari 
Jabir bin Abdullah beliau mendengar Rasulullah shallallahu „alaihi wa 
sallam bersabda pada tahun penaklukan Mekkah dan beliau waktu itu 
berada di Mekkah: “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli 
khamr, bangkai, babi dan patung-patung.” Lalu ada yang bertanya: 
“Wahai Rasulullah Apakah boleh (menjual) lemak bangkai, karena ia 
dapat digunakan untuk mengecat perahu dan meminyaki kulit serta 
dipakai orang untuk bahan bakar lampu?” Maka beliau menjawab: “Tidak 
boleh, ia tetap haram...” (HR. Bukhari dan Muslim)  
       2. Bangkai,  yaitu  hewan  yang  telah  mati. Diperbolehkan jika memang 
sengaja disembelih dengan menyebut Nama Allah. Namun ada dua 
kategori bangkai yang diperbolehkan yaitu: belalang dan ikan. 
Sebagaimana hadits Rasulullah Muhammad shallaahu a‟laihi wasallam 
yang artinya, “Dari Ibnu Umar –radiyallahu „anhuma- dia berkata, 
Rasulullah bersabda, “Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. 


















       3. Darah, yang diistilahkan adalah darah yang mengalir ketika sembelihan. 
Diperbolehkan dua jenis darah yang halal, yakni hati dan limpa. 
Sebagaimana hadits Rasulullah Muhammad shallaahu a‟laihi wasallam 
yang artinya, “...Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Dua 
bangkai yaitu belalang dan ikan. Adapun dua darah yaitu hati dan 
limpa” (H.R Ahmad dan Ibnu Majah) 
        4. Diperbolehkannya  mengkonsumsi  apa  yang  telah  diharamkan ketika 
dalam keadaan darurat. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah 
ayat 173 yang artinya, ““...Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa 
(memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) 
melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” 
b) Semua  tumbuhan  pada dasarnya adalah halal, kecuali yang memiliki sifat 
najis, bercampur najis, berbahaya, memabukkan, atau segala sesuatu yang 
terkait dengan hak milik orang lain (Sabiq, 1990). Seperti makanan yang 
kemasukan bangkai hewan, bercampur dengan khamr dan lain sebagainya. 
c) Khamr atau makanan dan minuman yang berpotensi memabukkan. 
Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 219, yang artinya 
“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada 
keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, 
tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya...”. Turunan khamr banyak 
sekali, yakni minuman keras, alkohol, narkotika, ganja dan lain-lain. 
d) Selain halal juga harus memperhatikan aspek thayyib. Pemenuhan keduanya 
harus seimbang, tidak boleh timpang. Secara umum, thayyib berarti sesuatu 
yang baik. Kebaikan dari suatu makanan adalah yang bukan dibenci oleh 
tubuh dan tidak mendatangkan madharat (kerugian) bagi tubuh (Thihmaz, 


















merupakan makanan yang halal, akan tetapi belum tentu thayyib jika 
dikonsumsi oleh penderita diabetes. Termasuk, tidak bolehnya makan dengan 
cara berlebihan. 
e) Pada konsumsi hewan yang harus disembelih terlebih dahulu, maka ada 
beberapa syarat dalam penyembelihan hewan yang sesuai syariat (Sholeh, 
2015), yakni: 
1. Orang yang menyembelih beragama Islam 
2. Ketika menyembelih harus membaca basmalah 
3. Alat pemnyembelihan harus tajam 
4. Penyembelihan hewan  ternak  harus memutuskan  saluran  pernafasan, 
saluran makanan, dan dua urat nadi. 
f)  Makanan  dan  minuman  yang  diperoleh dengan  cara yang batil. Meski, 
secara dzat nya makanan tersebut diperbolehkan oleh agama, akan tetapi bila 
cara untuk mendapatkannya haram, maka makanan tersebut dihukumi haram. 
Seperti mencuri, berbohong, menipu, merampas dan lain sebagainya. 
Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188, yang artinya “Dan 
janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara 
kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) 
harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada 
harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu 
mengetahui.” 
      Dalam dunia industri pangan atau makanan halal, setidaknya ada beberapa 
aspek yang harus diperhatikan terkait krietria kehalalan suatu makanan. Ada 
beberapa prinsip dasar dalam suatu produk yang dapat dikatakan halal. Antara 


















1. Produk halal atau haram sejatinya merupakan fungsi dari kepatuhan ataupun 
tidak terhadap perintah ilahi. 
2. Penetapan halal atau haram bergantung pada aspek manfaat atau madharat 
masing-masing 
3. Aturan yang ditetapkan oleh syariat bersifat tetap (halal-haram), akan tetapi 
variabel penetapan hukum tersebut didasarkan pada keadaan subjek pada 
waktu dan tempat 
4. Kepatuhan terhadap syariat didasarkan pada pilihan yang atas maslahah atau 
madharat yang lebih disukai 
5. Beberapa kontrol dan peraturan yang mengatur seperti La zirar (tidak 
membahayakan manusia), Haraj (keberadaan ancaman serius dan/ atau 
kendala), dan aturan penting lainnya kadang-kadang tidak mematuhi perintah. 
        Latief dkk (2014) dalam Demirci (2016) mengatakan bahwa setidaknya ada 
tujuh aspek standar jaminan halal. Dimana, hal ini didasarkan pada 
perbandingan antara 9 lembaga penjamin halal. Adapun aspek-aspek tersebut 
yaitu: 
1.  Tempat harus bersih serta tidak terkontaminasi hal apapun; 
2. Hanya muslim yang memenuhi syarat yang bisa melalukan penyembilan pada 
burung dan hewan; 
3.  Fasilitas dan peralatan produksi tidak boleh terkontaminasi oleh benda haram; 
4.  Hanya bahan-bahan halal yang dapat digunakan dalam produksi; 
5. Bahan berbasis hewani harus berasal dari hewan yang halal yang telah 
disembelih sesuaidengan syari‟at Islam; 
6. Bahan kemasan (packaging) tidak boleh mengandung bahan haram dan 
bahan yang berbahaya; 
7. Tidak boleh ada kontaminasi antara produk halal dan non-halal selama 


















2. 2 Pentingnya Mengkonsumsi Halal dan Konsekuensinya dalam Islam 
       Dalam Q.S Abasa ayat 24 yang disebutkan bahwa Allah memerintahkan 
manusia untuk senantiasa memperhatikan makannya. Para salafus salih (orang-
orang sholeh terdahulu) senantiasa menjaga dan memperhatikan makanan 
mereka. Mereka senantiasa mengedepankan sikap wara‟ (kehati-hatian) dalam 
memilah-milah makanan yang akan dikonsumsi, sehingga terhindar dari 
makanan yang syubhat (tidak jelas antara halal-haram) apalagi haram.  Menurut 
Sholeh (2015), makanan yang dikonsumsi dapat memberikan dampak yang 
sangat besar bagi kehidupan, antara lain yakni: 
1. Dapat memperngaruhi pertumbuhan fisik dan kecerdasan akal 
2. Dapat mempengaruhi sifat dan perilaku manusia 
3. Dapat mempengaruhi anak-anak yang anak dilahirkan 
4. Dapat mendorong manusia untuk melakukan perbuatan tertentu 
5. Dapat mempengaruhi diterima atau ditolaknya   suatu ibadah dan doa seorang 
hamba 
6. Dapat mempengaruhi kehidupan di alam akherat 
        Disisi lain, konsumsi makanan yang halal dan thayyib dapat memberikan 
kebaikan yang beragam bagi individu yang menkonsumsinya. Menurut 
Kementerian Agama (2010) ada beberapa dampak dari mengkonsumsi makanan 
halal, yakni antara lain: 
1. Makanan yang halal akan membawa kepada kesehatan jasmanl dan rohani. 
2. Makanan yang halal membuat doa mudah dikabulkan oleh Allah.  
3. Makanan yang halal membawa kepada keberkahan 
4. Makanan yang halal dapat membentuk keluarga sakinah. 
        Rasulullah shallaahu „alaihi wasallam pernah menegaskan pentingnya 
mengkonsumsi makanan halal dalam sebuah hadits. Kala itu Saad bin Abi 


















Rasulpun menjawab, “Hai Saad!, baguskanlah makananmu supaya menjadi 
orang yang diperkenankan permintaannya, dan demi Allah yang diri Muhammad 
berada di tangan-Nya, sesungguhnya seorang hamba yang memasukkan sesuap 
makanan haram ke perutnya, maka tidak diterima amal perbuatannya selama 
empat puluh hari. Dan seorang hamba yang tumbuh dagingnya dari yang haram, 
maka api neraka lebih layak baginya.” 
         Dari hadits tersebut, dapat diketahui bahwa Rasulullah shallaahu „alaihi 
wasallam sangat mewajibkan ummatnya untuk memperhatikan makanan. Karena 
makanan yang dikonsumsi oleh individu dapat memiliki konsekuensi besar bagi 
individu tersebut di mata Allah yakni api neraka. 
2.3 Halal-Thayyib dan Kaitannya dengan Konsep Maslahah 
        Maslahah berasal dari kata bahasa arab yang terbentuk dari 
masdarshalaha-mashluhu-shulhan (Munawwir, 1997). Maslahah secara bahasa 
artinya baik atau positif. Secara istilah, maslahah diartikan mengambil manfaat 
dan menolak madharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara‟ (hukum 
Islam) (Harun, 2009). Konsep maslahah merupakan konsep yang mengharuskan 
individu untuk menjaga setiap perbuatan dan perkataan dalam kehidupan agar 
tercapai kondisi penuh dengan kemaslahatan (kesejahteraan, kebahagiaan) baik 
di dunia maupun di akhirat. 
        Maslahah mutlak harus diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan 
ukhrawi dan duniawi tidak akan mungkin dapat dicapai tanpanya, terutama yang 
bersifat dharuriyat (Haq, 2007). Maslahah dharuriyat merupakan kemaslahatan 
yang diperoleh manusia dalam bentuk terpeliharanya survivalitas hidupnya, atau 
yang bersifat kebutuhan primer (Sholihin, 2010). Sejalan dengan itu, sesuai 
dengan konsep maslahah dharuriyat, menurut Imam Al-Ghazali untuk 


















1. Hifdzu Ad-diin (menjaga agama) 
2. Hifdzu Nafs (menjaga jiwa) 
3. Hidzul „Aql (menjaga akal) 
4. Hifdz Nasl (menjaga keturunan) 
5. Hifdzu Maal (menjaga harta) 
       Lima penjagaan tersebut dikenal dengan maqashid syari‟ah. Menurut 
Wahbah al-Zuhaili (1986) dalam Shidiq (2009) mendefinisikan maqashid syari'ah 
dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam 
seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at 
dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya. Dengan 
kata lain, maqashid syari‟ah merupakan tujuan yang harus dicapai dalam 
melaksanakan syariat Islam. 
Dalam kaitannya dengan konsep halal-thayyib, menjaga segala sesuatu 
yang akan dikonsumsi oleh tubuh baik makanan maupun minuman, sangat 
penting dalam menjaga jiwa (menjaga jiwa) dan akal (hifdzul „aql). Seperti pada 
konsumsi khamr (sesuatu yang memabukkan) yang telah jelas disebutkan haram 
pada Al-qur‟an karena sifatnya yang memabukkan dan dapat merusak akal. Ibnu 
Qayyim dalam (Jauhar, 2009) mengatakan bahwa seseorang meskipun dalam 
keadaan terpaksapun tetap dilarang meminumnya. Selain itu, memperhatikan 
makanan juga sangat penting dalam menjaga keturunan (hifdzu nasb). Hal ini 
dikarenakan, kualitas janin dalam kandungan seorang ibu tergantung pada 
makanan yang dikonsumsi oleh seorang ibu. Jika, seorang ibu tidak 
memperhatikan asspek halal dan thayyib pada makanan yang dikonsumsinya, 
maka akan berdampak bagi anaknya, baik secara kesehatan dan perilaku anak 
tersebut. Karena, segala sesuatu yang diharamkan oleh syariat adalah 


















2.4 Industrialisasi di Indonesia 
         Perindustrian berasal dari kata dasar industri. Menurut undang-undang 
nomor 5 tahun 1984, menyebutkan bahwa Industri adalah kegiatan 
ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/ 
atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk 
penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. 
Sedangkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mengartikan industri 
adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan 
sarana dan peralatan. Sedangkan indutrialisasi adalah usaha menggalakkan 
industri dalam suatu negara; pengindustrian (www.kbbi.web.id, 2018). Purnomo 
dan Istiqomah (2008) mendefinisikan industrialisasi sebagai suatu proses 
interaksi antara pengembangan teknologi, inovasi spesialisasi, dalam produksi 
dan perdagangan antarnegara yang pada akhirnya sejalan dengan peningkatan 
pendapatan perkapita mendorong perubahan pada struktur ekonomi. 
      Menurut undang-undang No. 5 Tahun 1984, mengklasifikasikan industri 
nasional dalam tiga kategori, yakni: 
1. Industri besar, industri ini terdiri dari industri mesin dan logam dasar, industri 
kimia dasar dengan pertumbuhan dan penguatan struktur ekonomi dengan 
menggunakan terknologi modern; 
2. Industri hilir (aneka industri), yakni industri dengan pertumbuhan ekonomi dan 
pemerataan teknologi maju dan padat karya; 
3.  Industri kecil, merupakan industri yang bersifat sederhana dan padat karya      
       Industrialisasi di Indonesia di mulai sejak tahun 1969an. Sebagai negara 
berkembang, Indonesia juga terpengaruh adanya industrialisasi dari negara-
negara barat. Setidaknya ada dua faktor yang menjadi pertimbangan Indonesia 



















1. Pada masa itu, negara-negara yang ada di seluruh dunia juga mengerjakan 
proyek industrialisasi di negaranya masing-masing dengan dukungan teori-
teori pembangunan yang melandasinya.  
2. Sejarah negara-negara yang telah berhasil memajukan ekonomi negaranya 
didasarkan pada tahapan industrialisasi yang mereka tekuni. Dimana, cara ini 
dianggap ampuh untuk menggeser kegiatan ekonomi primer (berfokus pada 
pertanian) menuju sektor sekunder (industri atau jasa). 
dengan dua pendekatan itulah, Indonesia mulai fokus melakukan industrialisasi 
di berbagai bidang. Alhasil, sektor  pertanian yang semula menjadi tumpuan 
perekonomian, mulai tergeser dengan adanya industri.  
       Industri sendiri memiliki berbagai macam dalam pengelompokkannya. Jika 
dilihat berdasakarkan kategori sektor, industri dapat dibedakan menjadi dua, 
yakni industri migas (minyak dan gas) dan industri non-migas (selain minyak dan 
gas). Sedangkan jika dilihat dari pelakunya, dapat dibedakan berdasarkan 
industri kecil-menengah dan industri besar.  
       Secara umum, negara-negara berkembang memiliki keyakinan bahwa sektor 
industri mampu mengatasi masalah-masalah perekonomian, dengan asumsi 
bahwa sektor industri dapat memimpin sektor-sektor perekonomian lainnya 
menuju pembangunan ekonomi (Bangun dan Hutagaol, 2008).  
      Perkembangan industri di Indonesia tidak terlepas dari tingginya jumlah 
populasi penduduknya. Sebagaimana yang diketahui bahwa salah satu faktor 
yang mempengaruhi permintaan adalah jumlah penduduk. Dengan tingginya 
jumlah penduduk dan tingkat kebutuhan masyarakat, otomatis membuat tingkat 
permintaan (demand) akan kebutuhan hidup semakin tinggi. Alhasil, ketika 
permintaan mengalami kenaikan, maka harga akan naik. Hal ini tentu berdampak 
positif bagi produsen atau pelaku usaha untuk meningkatkan produksinya 


















industri merupakan sektor yang sangat potensial dalam meggerakkan 
perekonomian. 
Gambar 2.2 : Kurva Pengaruh Permintaan Terhadap Penawaran 
 
Sumber: Case dan Fair, 2007 
       Kurva tersebut menggambarkan bahwa kurva permintaan (demand) yang 
semula sebesar Q1 berada pada P1, sehingga titik keseimbangan (equilibrium) 
yang menyinggung kurva penawaran (supply) nya terletak pada E1. Ketika 
permintaan naik dikarenakan jumlah populasi yang semakin besar yang secara 
otomatis meningkatkan kebutuhan, maka terjadi tingkat permintaan baru sebesar 
Q2 dan berada pada P2, sehingga menyinggung kurva penawaran baru dan 
terjadi keseimbangan baru dititik E2.  
2.5 Penelitian Terdahulu 
       Pada penelitian ini, penulis memaparkan tiga penelitian terdahulu yang 
dianggap revelan atau sesuai dengan penelitian tentang industri pangan halal. 
Penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai model perbandingan penelitian 
yang akan diambil.  
       Penelitian yang dilakukan oleh Kamali (2010) yang berjudul “Halal Industry A 


















pandangan hukum syari‟ah. Ia memaparkan berbagai konsep Islam yang 
berhubungan dengan industri halal. Dalam pandangan beberapa madzab, ia 
menyebutkan bahwa terdapat perbedaan ijtihad, dimana madzab Maliki 
merupakan madzab yang paling liberal terhadap sumber bahan makanan 
hewani, jika dibanding madzab lain yang bahkan memakhruhkan maupun 
cenderung melarangnya. Madzab Syafi‟i, Hanafi dan Ja‟fari merupakan golongan 
moderat, sedangkan Hambali cenderung membatasi atau lebih ketat.  
       Kamali, 2010 juga memberikan beberapa pandangannya terkait penyamaan 
standar halal: 1. standarisasi dalam industri halal dapat diupayakan dengan 
prinsip pemilihan (takhayyur) dengan memilih mana yang paling cocok atau 
sesuai dengan tujuan; 2. Metode seleksi lain yakni dengan menambal (talfīq) 
aspek-aspek tertentu dari keputusan berbagai madzab atau pendapat ulama‟ 
dengan maksud untuk menggabungkannya menjadi satu formula tunggal; 3. 
Pembentukan sebuah dewan penasihat syari'ah yang idealnya dengan 
mengumpulkan sekelompok tokoh terpelajar, dan yang terdiversifikasi secara 
internal serta mencakup perwakilan dari minoritas Muslim di Barat; 4. Perlu 
adanya perumusan sebuah paket pedoman prosedural; 5. Tindakan masif oleh 
pemerintah dalam menggalakkan standarisasi halal; 6. Perlunya pembentukan 
badan penelitian yang terdiri dari cendekiawan muslim, pakar tentang ilmu 
pangan, pakar pasar, dan pakar ilmu sosial; 7. Standarisasi halal juga harus 
didasarkan pada  nilai, fenomena atau karakteristik dan kearifan masing-masing 
daerah.  
       Penelitian kedua, dilakukan oleh Mujar dan Hassan (2016) dengan judul 
“The Economics of Halal Industry”. Penelitian ini dilakukan pada negara Malaysia 
sebagai fokus studinya. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa 
perkembangan industri makanan halal di Malaysia mengalami perkembangan 


















menarik partisipasi dari UKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang mengkhususkan 
diri dalam pengolahan dan produksi makanan halal, menciptakan kesempatan 
lapangan pekerjaan yang besar dan berdampak pada peningkatan PDB 
(Pendapatan Domestik Bruto). Selain itu industri makanan halal juga tidak saja 
berdampak pada ekonomi, akan tetapi juga pada perkembangan fisik dan 
spiritual manusia.  
      Ketiga, penelitian Elasrag (2016) yang berjudul “Halal Industry: Key 
Challenges and Opportunities” memaparkan konsep ekonomi halal dan peluang 
pasar muslim dunia. Ia menyebutkan bahwa pasar halal tidak hanya dikhususkan 
bagi orang muslim saja, akan tetapi juga mencakup non-muslim yang 
menghubungkan aspek kehalalan dengan etika konsumerisme. Karena halal 
bukan hanya mencakup jaminan diperbolehkannya suatu barang untuk 
dikonsumsi, akan tetapi lebih daripada itu halal juga menjadi sebuah simbol 
global atas kualitas asuransi dan pilihan gaya hidup.  Selain itu, tingginya tingkat 
jumlah muslim dunia menjadi salah satu pasar besar yang potensial bagi pelaku 
bisnis dan organisasi terkait baik di negara muslim maupun negara barat untuk 
memaksimalkannya. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa industri halal 
mencakup beberapa aspek, yaitu: makanan, farmasi dan produk kesehatan dan  
pariwisata. 
       Berdasarkan telaah yang telah dilakukan dari berbagai sumber yang telah 
diambil, dapat terlihat ada hubungan positif antara industri pangan halal dengan 
perekonomian suatu negara. Selain itu, dari penelitian terdahulu dapat diketahui 
bahwa sektor industri pangan halal merupakan sektor yang sangat potensial bagi 
suatu negara. Oleh karenanya, dalam penelitian ini akan difokuskan pada negara 
Indonesia, dimana hal inilah yang merupakan pembeda dari penelitian-penelitian 


















menggunakan metode studi pustaka (library researh) sebagai metode dalam 
mengumpulkan berbagai informasi yang akan digunakan.  
       Adapun secara sistematis, penelitian terdahulu yang dianggap memiliki 
korelasi dengan penelitian yang akan diambil dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut  
ini: 
Tabel 2.5: Penelitian Terdahulu 
No 
Judul Penelitian/ 


















Terdapat beberapa perbedaan iijtihad oleh 
berbagai madzad pada konsep industri 
halal. Beberapa hal terkait srandar halal: 1. 
Standarisasi halal didasarkan pada 
pemilihan berdasarkan  tujuan syariat, 2.  
Menggabungkan beberapa pendapat para 
ulama untuk dirumuskan menjadi suatu 
formula baku, 3. Pembentukan dewan 
penasehat syariah yang mempuni, 4. Perlu 
perumusan suatu pedoman, 5. Kebijakan 
pemerintah, 6. Perlu dibentuknya badan 
penelitian, 7. Harus didasarkan pada nilai, 





of Halal Industry, 








Perkembangan industri makanan halal di 
Malaysia mengalami perkembangan yang 
sangat signifikan dalam aspek ekonomi, 
fisik dan spiritual manusia. Dalam aspek 
ekonomi, dibuktikan dengan 
meningkatkannya UKM makanan halal, 
meningkatnya lapangan pekerjaan dan PDB 
negara tersebut. Malaysia juga 
mengembangkan kawasan industri halal 
(Halal Park) yang hingga kini telah 






































Industri halal secara garis besar mencakup 
tiga aspek, yaitu: makanan, farmasi dan 
pariwisata.  Ketiganya memiliki peluang dan 
tantangan masing-masing untuk terus 
berkembang 
 
Sumber: Data diolah, 2018  
2.6 Kerangka Berfikir 
        Kerangka berfikir pada penelitian ini adalah menjelaskan terlebih dahulu 
tentang pentingnya konsumsi halal, kemudian akan membahas tentang tren 
pangan halal di dunia, selanjutnya akan spesifik membahas tentang Indonesia 
yang memproyeksikan diri menjadi kiblat pangan halal dunia. Dalam hal ini, 
peneliti meninjau dari segi potensi dan juga peluang yang dimiliki negara 
Indonesia guna menjadi kiblat halal dunia. Identifikasi potensi dan peluang 
pangan halal Indonesia ditinjau dari dua perspektif (sudut pandang), yakni oleh 
























Gambar 2.3 : Kerangka Berfikir Penelitian 
 



































       Dalam bab III berikut akan dibahas mengenai metode yang digunakan pada 
penelitian ini. Metode penelitian merupakan cara ilmiah dalam memperoleh data 
yang diperlukan dalam penelitian yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. 
Berikut dapat diurai sub bab yang mengurai metode penelitian ini secara lebih 
spesifik, yaitu: 
3.1 Ruang Lingkup Penelitian 
        Ruang lingkup suatu penelitian merupakan batasan dalam penelitian. Pada 
penelitian ini, dikhususkan dan dispesifikan pada identifikasi industri pangan halal 
di Indonesia, baik mencakup perkembangannya; peluang; dan tantangan serta 
kaitannya dengan perekonomian Indonesia. Penelitian ini juga dikhususkan pada 
negara Indonesia dengan alasan sebagaimana yang tertulis pada subbab I latar 
belakang. Adapun, beberapa paparan pembahasan yang berbicara tentang 
negara-negara hanya sebagai pembanding dan gambaran umum saja terkait 
kondisi perkembangan pangan halal di dunia.  
3.2 Jenis Penelitian 
        Berdasarkan tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui peluang dan 
tantangan industri pangan halal terhadap perekonomian di Indonesia, maka jenis 
penelitian yang diambil adalah kepustakaan (library research). Penelitian 
kepustakaan merupakan metode dengan melakukan pengumpulan berbagai data 
pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah data tersebut sebagai bahan 
penelitian (Zed, 2008). Zed (2008) mengungkapkan bahwa setidaknya ada tiga 
alasan utama yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian kepustakaan. 


















pustaka dan sebaliknya tidak mungkin mengharapkan data dari penelitian 
lapangan. Kedua, studi pustaka dilakukan sebagai tahap tersendiri, yaitu studi 
pendahuluan (prelimanry research) untuk memahami fenomena yang terjadi di 
masyarakat.  Ketiga, data pustaka tetap dapat menjawab persoalan penelitian 
secara akurat.  
      Menurut Zed (2008) jenis penelitian ini memiliki empat ciri utama, yakni : 
pertama, peneliti berhadapan langsung dengan naskah atau data angka, dalam 
artian bukan berhadapan dengan pengetahuan yang diperoleh langsung dari 
lapangan. Kedua, jenis penelitian ini bersifat siap pakai (ready mode), dimana 
peneliti peneliti berhadapan langsung dengan bahan kepustakaan yang telah 
ada. Ketiga, sumber yang dipakai dalam studi kepustakaan adalah data 
sekunder. Keempat, kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh waktu dan ruang.                                              
3.3 Teknik Pengambilan Data 
        Dalam penelitian ini, teknik pengambilan data yang akan dilakukan yakni 
dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang 
diperoleh bukan dari sumber utama langsung. Akan tetapi menggunakan 
sumber-sumber tertulis, yakni antara lain: Al-qur‟an dan hadits, jurnal ilmiah, 
penelitian terdahulu, dokumen-dokumen dari pihak terkait, buku, majalah, artikel 
ilmiah, maupun data statistik.    
3.4 Sistematika Penulisan 
       Penelitian ini memiliki sistematika penulisan sebagai berikut: 
       Pada bab I dalam penelitian ini dibahas mengenai latar belakang atau alasan 
yang melatar belakangi adanya penelitian ini, adapun poin-poin mengenai latar 
belakang mencakup: 


















2. Mengkonsumsi makanan halal sejatinya merupakan salah satu perilaku pribadi 
yang taat; 
3. Berkembangnya tren konsumsi halal global; 
4. Kepekaan masyarakat tentang konsumsi halal didominasi pada sektor pangan 
(makanan-minuman); 
5. Makanan halal dan thayyib dari segi kesehatan juga memiliki manfaat besar 
bagi tubuh; 
6. Penelitian mengenai makanan yang tidak diproduksi secara halal dan thayyib 
dan dampaknya; 
7. Perkembangan industri pangan halal dunia; 
8. Sertifikasi halal merupakan elemen penting dalam perkembangan industri 
pangan halal; 
9. Posisi Indonesia pada sektor pangan halal dunia. 
 
kemudian sistematika selanjutnya adalah rumusan masalah, tujuan penelitian 
dan manfaat penelitian.  
       Berikutnya pada bab II membahas mengenai studi pustaka yang memuat 
teori dan penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir. Adapun studi pustaka 
mengenai teori meliputi tentang: 
1. Konsep halal dalam Islam; 
2. Pentingnya mengkonsumsi makanan halal dan konsekuensinya dalam Islam; 
3. Halal dan kaitannya dengan konsep maslahah; 
4. Industrialisasi Indonesia dan hubungannya dengan perekonomian negara. 
Penelitian terdahulu meliputi: 
1. Halal Industry from A Syariah Perspective (Mohammad Hashim Kamali, 2010) 
2. The Economics of Halal Industry (Nor Ai‟han Mujar dan Norizan Hassan, 2016) 


















      Selanjutnya, pada bab III menyajikan tentang metode penelitian yang dipakai, 
yang meliputi jenis, ruang lingkup penelitian, teknik pengambilan data serta 
sistematika penulisan. Bab IV merupakan bab yang berisi tentang pembahasan 
dan hasil dari penelitian yang meliputi: 
1. Perkembangan Industri Pangan Halal di Indonesia, yang meliputi: 
  1.1  Kebutuhan Jaminan Halal dan Keberadaan LPPOM-MUI;  
  1.2  UU JPH (Undang-Undang Jaminan Produk  Halal)  dan  Implikasinya  pada 
        Industri Pangan Halal di Indonesia. 
2. Perhatian Aspek Thayyib pada Industri Pangan Halal Indonesia 
3. Jaminan Halal pada Sektor UMKM di Indonesia 
4. Dilematika Persoalan Pangan Halal di Indonesia 
   4.1 Regulasi Pangan Halal dan Keberadaan Lembaga Advokasi Indonesia 
(Indonesia Halal Watch). 
5. Hubungan Industri Pangan Halal dengan Perekonomian Indonesia 
6. Prospek Pengembangan Industri Pangan Halal Indonesia, yang meliputi: 
   6.1  Peluang Industri Pangan Halal Indonesia 
      6.1.1 Pengembangan Agroindustri dan Produk FMCG (Fast Moving 
Consumer Goods) Halal 
        6.1.2     Pengembangan E-Commerse Produk Pangan Halal 
       6.1.3   Pengembangan Produk Premiun Halal Organik  
        6.1.4   Pengembangan Artikel Pangan Halal dan Event Pangan Halal Global 
       6.1.5 Meningkatkan  Ekspor  Pangan Halal Indonesia dengan     
Memaksimalkan  Peluang  MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN)  
    6.2  Tantangan Industri Pangan Halal Indonesia. 


















       6.2.2 Meningkatkan  Jaminan Produk Halal di Indonesia dengan Adanya  
Perkembangan Teknologi 
       6.2.3 Memastikan Logistik  dan Supply Chain (Rantai Pasokan) Makanan  
Halal 
       6.2.4 Pendanaan Syari‟ah bagi Pengembangan Industri Pangan Halal 
       Tulisan penelitian ini ditutup oleh bab V yang memuat kesimpulan dan saran 











































4.1 Perkembangan Industri Pangan Halal di Indonesia 
       Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki banyak potensi, 
baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dari sumber daya alam, 
Indonesia memiliki keragaman hasil alam yang dapat dinikmati secara leluasa. 
Letak geografis Indonesia yang berada di garis khatulistiwa membuat negara ini 
memiliki tanah yang subur dan iklim tropis yang sangat menunjang alam 
Indonesia. Selain itu, laut Indonesia yang sangat luas memberikan hasil 
kekayaan laut yang dapat dinikmati oleh setiap warganya. Diketahui, bahwa  
Indonesia merupakan negara pengahasil ikan terbesar ketiga setelah Cina dan 
India (www.thedailyrecords.com, 2018). Sekitar 6.101.725 metrik ton ikan segar 
dihasilkan setiap tahunnya. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki ketersediaan 
pangan dari alam yang sangat berlimpah.  
Tabel 4.1 : Ketersediaan  Pangan  Indonesia  Menurut Kelompok Bahan 


















Padi-padian 2294 55,57 12,15 2362 57,13 13,11 
Makanan 
berpati 
272 1,37 1,05 262 1,28 1,00 
Gula 227 0,10 0,32 250 0,09 0,31 
Buah biji 
berminyak 
224 14,08 15,34 230 15,11 15,26 
Buah-
buahan 


































Telur 22 1,68 1,60 24 1,80 1,71 
Susu 24 1,24 1,35 24 1,25 1,37 
Ikan 177 11,25 1,69 213 11,78 1,83 
Minyak dan 
Lemak 
426 0,03 23,86 307 0,03 17,50 
Total 3834 91,83 63,63 3835 94,85 57,81 
 
Catatan: *) Angka sementara 
Sumber: Data diolah Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2018 
       Sebagaimana data diatas, dapat diketahui bahwa ketahanan pangan 
Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2014 ke tahun 2015 (meski data 
tahun 2015 masih sementara). Angka ini didasarkan pada produksi pangan lokal 
maupun impor dari berbagai negara. Pemberlakuan impor dilakukan oleh 
pemerintah,  tentu dikarenakan masih kurangnya hasil pangan dalam negeri. 
Oleh karenanya, pemerintah dengan kebijakan impor bahan dan barang pangan 
bertujuan untuk memenuhi kecukupan pangan di Indonesia setiap tahunnya. 
Tabel 4.2: Nilai  Impor Sektor Makanan dan Minuman Tahun 2013-2017 
(Rupiah) 
 
No Sektor 2013 2014 2015 2016 2017 




































































































Sumber: Data diolah Kementerian Perdagangan, 2018  
       Dari tabel tersebut, terlihat bahwa kecenderungan impor pangan Indonesia 
dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, meski sempat terjadi penurunan di 
beberapa tahun. Nilai total rupiah dari impor makanan dan minuman olahan 
setiap tahunnya lebih tinggi daripada jenis yang belum diolah. Hal tersebut 
menandakan bahwa impor makanan dan minuman olahan lebih diminati oleh 
masyarakat Indonesia.  
       Perkembangan industri pangan di Indonesia juga dipengaruhi oleh jumlah 
sumber daya manusia yang ada. Kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki 
Indonesia sangat berlimpah. Terbukti, Indonesia merupakan negara dengan 
penduduk terbanyak ke empat dunia dengan total populasi sebesar 261,1 juta 
jiwa pada tahun 2016 (world bank, 2018). Dimana komposisi kependudukan di 
Indonesia jika dilihat dari agama menunjukkan bahwa Indonesia penduduk 
Indonesia mayoritas beragama Islam. Yakni, sekitar 207 juta jiwa atau 87,2% 
merupakan penduduk muslim pada tahun 2010 (www.bps.go.id, 2018).  
       Disisi lain, adanya pergeseran secara struktural dari agraris ke sektor 
industri menjadikan Indonesia mulai berfokus untuk mengembangkan sektor ini. 


















negara secara signifikan. Dipercaya sejak tahun 1969, Indonesia sudah mulai 
menggunakan pendekatan strategi Industrialisasi (Yustika, 2007 dalam Kuncoro, 
2007). Industri yang dikembangkan dengan berbasis pada padat karya, 
mengutamakan kompetensi inti daerah (local resources), dapatmenimbulkan 
dampak pengganda (output, pendapatan, tenaga kerja, dan teknologi) yang 
tinggi, dan membawa regional spillover bagi daerah sekitarnya (Kuncoro, 2007).  
Industri pengolahan di Indonesia pada masa lalu cenderung sederhana. Produk-
produk yang dhasilkan dari pengolahan industri juga terbatas macamnya.   
       Berbeda dengan sekarang, kompleksitas industri pengolahan pangan 
semakin tinggi. Berbagai jenis olahan pangan juga semakin beragam, seiring 
dengan semakin berkembangannya teknologi manufaktur saat ini. Interaksi 
antara produsen dan konsumen tidak bisa sebatas komunikasi langsung (direct), 
akan tetapi membutuhkan berbagai media untuk meyampaikan tujuan produsen 
secara tepat ke konsumennya. Akibatnya, antara produsen dan konsumen 
cenderung terdapat barrier (penghalang) informasi terhadap setiap produk yang 
akan dikonsumsi. Tak terkecuali pada aspek agamis, yakni terkait kehalalan 
produk pangan yang beredar.  
       Tingginya populasi muslim di Indonesia serta semakin besarnya kesadaran 
konsumen muslim dalam memperhatikan unsur kehalalan makanan yang akan 
dikonsumsi, mengharuskan adanya jaminan kehalalan dalam industri pangan di 
Indonesia. Bermula dari adanya penelitian yang dilakukan oleh Tri Soesanto 
pada tahun 1988, yang merupakan dosen Universitas Brawijaya terhadap 
adanya produk-produk di supermarket yang disinyalir mengandung unsur babi 
pada waktu itu. Temuan itu lantas menimbulkan kepanikan dikalangan 
masyarakat luas, termasuk para produsen produk pangan. Dikatakan bahwa 
dengan adanya isu tersebut membuat penurunan omzet penjualan sejumlah 


















penjualannya turun 20-30 persen dari omset 40 juta bungkus perbulannya. 
Penjualan Kecap ABC juga menurun hingga 20 persen, dan produk es krim 
Campina yang sempat dikait-kaitkan dengan penelitian tersebut turun hingga 40 
persen. (www.hpainternational.id, 2018). 
       Dari fenomena-fenomena tersebut, pemerintah Indonesia mencoba 
berusaha  memberikan respon untuk mengantisipasi terjadinya keresahan 
masyarakat yang semakin tinggi. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia 
mendirikan LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan 
Kosmetika - Majelis Ulama Indonesia).  Lembaga ini dirasa sangat penting 
keberadaannya sebagai penjamin keamanan dan perlindungan konsumen 
muslim terhadap makanan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh LPPOM dalam 
mecapai tujuannya yakni dengan mengeluarkan fatwa halal dan sertifikat halal. 
       Adanya sertifikasi halal ini berfungsi untuk menjamin kehalalan dari suatu 
produk. Sertifikasi halal merupakan hasil dari investigasi untuk membuktikan 
bahwa status sebuah produk adalah halal, baik dari bahan mentahnya, 
pengolahan, pengemasan dan distribusi, termasuk bagaimana sistem internal 
perusahaan dapat memastikan konsistensi status kehalalan produk tersebut 
(Hakim, 2015).  
       Pada tahun 2001 masyarakat muslim Indonesia sempat dikagetkan dengan 
adanya berita pengharaman merek bahan penyedap makanan Ajinomoto. Hal 
tersebut dikarenakan, bahwa diduga bahan baku produk tersebut terdapat unsur 
lemak babi. Setelah dilakukan penindakan dan pemeriksaan, pihak Ajinomoto 
memberi penjelasan mengenai isu tersebut. Untuk meredam keresahan 
masyarakat dan mengembalikan citra perusahaan, akhirnya pihak perusahaan 
menarik semua produk Ajinomoto yang telah beredar. Produk akan dipasarkan 


















perusahaan Ajinomoto akibat adanya insiden tersebut mencapai Rp. 55 milyar 
(Hanif, 2016).  
      Dari kasus diatas, menggambarkan bahwa sertifikasi halal dirasa penting 
untuk menjamin masyarakat muslim khususnya agar tidak mengkonsumsi 
makanan yang mengandung zat haram.Namun, sertifikasi halal sekarang tidak 
hanya sekedar pengakuan agamis terkait status kehalalan sebuah produk, akan 
tetapi sudah melebar fungsinya menjadi komoditas dagang. Menurut Afroniyati 
(2014) ada beberapa alasan yang mendasarinya, yakni: 
1. Sertifikasi halal merupakan bentuk antisipasi masyarakat terhadap bentuk-
bentuk penipuan atas kandungan halal suatu produk. Hal ini, menunjukkan 
bahwa apa saja bahan-bahan yang tercantum dalam kemasan sejatinya tidak 
bisa menunjukkan status kehalalan secara mutlak. Karena, untuk menjamin 
kehalalan suatu produk tidak hanya dilihat dari komposisi bahan, akan tetapi 
juga meliputi proses pembuatan, alat produksi dan lain sebagainya. 
2. Adanya sertifikasi halal yang juga dilakukan negara-negara maju, seperti 
belahan Eropa dan Amerika yang merupakan salah satu strategi mereka 
untuk mendapatkan kepercayaan dari pasar negara importir. Dimana,  
sebagian besarnegara importir merupakan negara berkembang yang 
berpenduduk muslim besar seperti Indonesia. 
3. Adanya motif mencari keuntungan dari pemasaran produk halal. Sebagaimana 
jumlah penduduk muslim dunia yang semakin meningkat dan tingginya 
potensi konsumsi masyarakat muslim terhadap produk halal global. 
       Selain itu, adanya peraturan-peraturan mengenai industri pangan halal di 
Indonesia dibuat secara bertahap. Pada tahun 1960, Menteri Kesehatan 
mengeluarkan peraturan Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 mengenai ketentuan 
peredaran dan penandaan pada makanan yang mengandung bahan yang 


















yang mengandung bahan dari babi harus mencantumkan tanda peringatan 
berupa gambar dan tulisan “Mengandung Babi”. Kedua, jika tidak memenuhi 
ketentuan tersebut, maka akan ditarik dari peredaran.  
       Selanjutnya, pada pada tahun 1985, dikeluarkanlah Keputusan Bersama 
Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor. 427/ MEN 
KFS/SKB/VIII/1985 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan.  
Keputusan tersebut memuat adanya kebijakan pelabelan “halal” pada produk 
sebagai jaminan kehalalan makanan tersebut. Dimana, produsen yang 
mencantumkan label “halal” wajib menyampaikan laporan mengenai proses 
pengolahan dan komposisi bahan kepada Departemen Kesehatan. Kemudian, 
keputusan ini dirincikan dan dilaksanakan secara lebih terarah dengan 
dikeluarkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
82/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label 
Makanan.  
        Pentingnya pencantuman label halal dan konsekuensi pencantumannya 
juga tertuang dalam Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996. Dalam 
undang-undang tersebut, Bab IV (Label dan Periklanan) pasal 34 ayat 1 
disebutkan “Setiap orang yang menyatakan dalam label atau iklan bahwa pangan 
yang diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau 
kepercayaan tertentu bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan 
berdasarkan persyaratan agama atau kepercayaan tersebut”. 
       Di tahun 1991, Presiden Soeharto kemudian mengeluarkan instruksi 
mengenai peningkatan pembinaan dan pengawasan produksi dan peredaran 
makanan olahan yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia 
Nomor 2 Tahun 1991. Instruksi ini ditujukan kepada : 
1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat,  


















3. Menteri Perindustrian,  
4. Menteri Pertanian,  
5. Menteri Perdagangan,  
6. Menteri Agama, 
7. Para gubernur atau kepala daerah tingkat I. 
instruksi tersebut bersifat universal mengatur tentang peningkatan industri 
makanan olahan, dimana aturan tersebut masih bersifat umum. Instruksi 
Presiden mengenai peredaran makanan halal, secara eksplisit ditujukan kepada 
menteri agama. Dimana, menteri agama dihimbau untuk memberikan 
penyuluhan yang seluas-luasnya kepada umat dalam menetapkan pilihan 
dengan benar (sesuai dengan syari‟at agama) terhadap produk olahan yang 
akan dikonsumsi. Meski, nampaknya instruksi presiden tersebut pada masa itu 
masih belum terlaksana secara optimal.  
      Tata cara pemotongan hewan ternak dan penanganannya juga telah diatur 
secara detail oleh Menteri Pertanian dengan dikeluarkannya keputusannomor 
413/Kpts/Tn. 310/7/1992. Keputusan ini merupakan penyempurnaan dari adanya 
Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) tanggal 23 Oktober 1976 dan Penegasan 
Komisi Fatwa MUI tanggal 10 Oktober 1990 mengenai diperbolehkannya 
penyembelihan hewan dengan cara pemingsanan. 
       Begitu juga adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 
Kesehatan atau yang disingkat UUK. Disebutkan disana bahwa semua makanan 
dan minuman olahan yang dikemas wajib diberi label halal. Pemberian label halal 
ini ditujukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang isi dan asal 
bahan yang dipakai. Selain itu, dalam undang-undang ini disebutkan sanksi 
pidana terhadap para pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal. 
Pidana tersebut dengan ketentuan hukuman penjara 1 (satu) tahun dan atau 


















undang tersebut tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Undang-undang 
Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Pada undang-undang ini tidak lagi disebutkan 
kata halal dan penghapusan tindak hukum pidana pada UUK tahun 1992.  
       Selain itu keseriusan pemerintah dalam regulasi pangan halal, juga 
dilakukan dengan ditetapkannya pedoman dan tata cara pemeriksaan dan 
penetapan pangan halal oleh Kementerian Agama dalam Keputusan Menteri 
Agama Republik Indonesia nomor 518 Tahun 2001. Dalam keputusan ini 
dijelaskan adanya Lembaga Pemeriksa Pangan Halal dengan adanya fatwa 
tertulis yang secara resmi dikeluarkan. Selain itu disebutkan adanya auditor halal 
internal yang merupakan pihak pemeriksa suatu perusahaan dalam mengawasi 
dan menjaga kehalalan produk sesuai dengan yang telah ditetapkan Lembaga 
Pemeriksa.  
       Setelah dikeluarkannya keputusan Nomor 518 Tahun 2001, Kemenag 
memperjelas lembaga pemeriksa yang dimaksud dengan mengeluarkan 
keputusan Nomor 519 Tahun 2001. Keputusan ini berisi tentang lembaga 
pelaksana pemeriksaan pangan halal. Dalam keputusan ini disebutkan bahwa 
Kementerian Agama menunjuk Majelis Ulama Indonesia sebagai pihak 
pelaksana pemeriksaan pangan halal. Adapun pemeriksaan tersebut meliputi: a) 
pemeriksaan dan/ atau verifikasi data pemohon; b) pemeriksaan proses produksi; 
c) pemeriksaan laboratorium; d) pemeriksaan pengepakan, pengemasan, dan 
penyimpanan produk; e) pemeriksaan sistem transportasi, distribusi, pemasaran 
dan penyajian; f) pemrosesan dan penentapan sertifikasi halal.  
4.1.1 Kebutuhan Jaminan Halal dan Keberadaan LPPOM-MUI 
        LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika- 
Majelis Ulama Indonesia) didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 Masehi atau 26 


















sebagai lembaga pemberi fatwa halal saja. Setelah mendapat wewenang, 
LPPOM MUI memiliki tugas yang lebih kompleks. Lembaga ini berfungsi untuk 
melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal yakni dengan cara melakukan 
pemeriksaan atau audit, penetapan fatwa dan penerbitan sertifikasi halal. Dalam 
pelaksanaannya, LPPOM dibantu oleh BPOM (Badan Pengawasan Obat dan 
Makanan), Kementerian Agama, kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi 
dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah), Kementerian Perdagangan, 
Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (www.halalmui.org, 2018). Lembaga ini bisa 
dikatakan memiliki eksistensi dan kredibitas yang tinggi, sehingga LPPOM MUI 
merupakan salah satu lembaga yang sistemnya telah dipercaya dan diadopsi 
oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal di berbagai negara lain. 
      Hingga saat ini kantor LPPOM MUI telah ada di 33 provinsi di Indonesia. 
Dimana, LPPOM MUI terdiri dari kantor pusat dan kantor provinsi. Dalam 
prakteknya, terdapat perbedaan pengajuan sertifikat halal di kantor pusat 
maupun provinsi. Kantor LPPOM MUI pusat dikhususkan bagi 
(www.halalcorner.id, 2018) : 
1. Perusahaan yang kantor pusatnya berada di provinsi tertentu, namun memiliki 
cabang perusahaan di provinsi lain, atau merupakan cabang dari perusahaan 
luar negeri; 
2. Perusahaan yang produknya dipasarkan secara meluas ke beberapa provinsi 
atau untuk keperluan ekspor; 
3. Restoran yang menganut sistem waralaba (franchise); 
4. Perusahaan yang berlokasi di luar negeri. 
        Sedangkan LPPOM MUI Provinsi, diperuntukkan bagi perusahaan yang: 


















2. Perusahaan yang lokasi kantor/tempat produksi dan lingkup pemasarannya 
hanya ada di satu provinsi, tidak memiliki cabang di provinsi lain dan bukan 
merupakan cabang dari perusahaan di provinsi lain; 
3. Perusahaan dengan lokasi kantor/ tempat produksi di satu provinsi dan lingkup 
pemasarannya ke beberapa provinsi dengan kategori produk no risk dan low 
risk; 
4. Restoran yang hanya ada di satu provinsi dan tidak menggunakan sistem 
waralaba (franchise); 
5. Perusahaan dengan lokasi tempat produksi/ outlet di banyak provinsi dengan 
menejemen terpisah dan brand/ merk yang sama, dengan syarat harus 
disertifikasi oleh LPPOM MUI masing-masing provinsi. 
       Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan jaminan 
kehalalan suatu produk, LPPOM MUI memiliki kriteria kehalalan tersendiri yang 
meliputi beberapa aspek (www.halalmui.org, 2018): 
1.  Kebijakan Halal 
     Manajemen Puncak harus menetapkan Kebijakan Halal dan 
mensosialisasikan kebijakan halal kepada seluruh pemangku kepentingan 
(stake holder) perusahaan. 
2.  Tim Manajemen Halal 
Manajemen Puncak harus menetapkan Tim Manajemen Halal yang mencakup 
semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis serta memiliki tugas, 
tanggungjawab dan wewenang yang jelas. 
3.  Pelatihan dan Edukasi 
Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan. 
Pelatihan internal harus dilaksanakan minimal setahun sekali dan pelatihan 



















4.  Bahan 
Bahan yang digunakan dalam pembuatan produk yang disertifikasi tidak boleh 
berasal dari bahan haram atau najis. Perusahaan harus mempunyai dokumen 
pendukung untuk semua bahan yang digunakan, kecuali bahan tidak kritis 
atau bahan yang dibeli secara retail. 
5.  Produk 
Karakteristik/profil sensori produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau 
atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan 
haram berdasarkan fatwa MUI. Merek/nama produk yang didaftarkan untuk 
disertifikasi tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu 
yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Produk 
pangan eceran (retail) dengan merk sama yang beredar di Indonesia harus 
didaftarkan seluruhnya untuk sertifikasi, tidak boleh jika hanya didaftarkan 
sebagian. 
6. Fasilitas Produksi 
a.  Industri pengolahan: (i) Fasilitas produksi harus menjamin tidak adanya 
kontaminasi silang dengan bahan/produk yang haram/najis; (ii) Fasilitas 
produksi dapat digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk yang 
disertifikasi dan produk yang tidak disertifikasi selama tidak mengandung 
bahan yang berasal dari babi/turunannya, namun harus ada prosedur yang 
menjamin tidak terjadi kontaminasi silang. 
b.  Restoran/Katering/Dapur: (i) Dapur hanya dikhususkan untuk produksi halal; 
(ii) Fasilitas dan peralatan penyajian hanya dikhususkan untuk menyajikan 
produk halal. 
c.  Rumah Potong Hewan (RPH): (i) Fasilitas RPH hanya dikhususkan untuk 
produksi daging hewan halal; (ii) Lokasi RPH harus terpisah secara nyata dari 


















tersebut, maka harus dipastikan karkas hanya berasal dari RPH halal; (iv) Alat 
penyembelih harus memenuhi persyaratan. 
7.  Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis 
Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis mengenai pelaksanaan 
aktivitas kritis, yaitu aktivitas pada rantai produksi yang dapat mempengaruhi 
status kehalalan produk. Aktivitas kritis dapat mencakup seleksi bahan baru, 
pembelian bahan, pemeriksaan bahan datang, formulasi produk, produksi, 
pencucian fasilitas produksi dan peralatan pembantu, penyimpanan dan 
penanganan bahan dan produk, transportasi, pemajangan (display), aturan 
pengunjung, penentuan menu, pemingsanan, penyembelihan, disesuaikan 
dengan proses bisnis perusahaan (industri pengolahan, RPH, 
restoran/katering/dapur). Prosedur tertulis aktivitas kritis dapat dibuat 
terintegrasi dengan prosedur sistem yang lain. 
8.  Kemampuan Telusur (Traceability) 
Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin kemampuan 
telusur produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang memenuhi kriteria 
(disetujui LPPOM MUI) dan diproduksi di fasilitas produksi yang memenuhi 
kriteria (bebas dari bahan babi/ turunannya). 
9.  Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria 
Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menangani produk 
yang tidak memenuhi kriteria, yaitu tidak dijual ke konsumen yang 
mempersyaratkan produk halal dan jika terlanjur dijual maka harus ditarik. 
10. Audit Internal 
Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan 
SJH. Audit internal dilakukan setidaknya enam bulan sekali dan dilaksanakan 


















disampaikan ke LPPOM MUI dalam bentuk laporan berkala setiap 6 (enam) 
bulan sekali. 
11. Kaji Ulang Manajemen 
Manajemen Puncak atau wakilnya harus melakukan kaji ulang manajemen 
minimal satu kali dalam satu tahun, dengan tujuan untuk menilai efektifitas 
penerapan SJH dan merumuskan perbaikan berkelanjutan. 
        Meski didirikan pada tahun 1989, dan disahkan menjadi lembaga pemeriksa 
pangan halal tahun 2001 oleh Kemenag, LPPOM MUI pertama kali 
mengeluarkan sertifikat halal pada tahun 1994. Hal ini didasarkan pada  
persetujuan dari Kementerian Agama. Hingga saat ini, LPPOM MUI telah aktif 
mengeluarkan dan mendata perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat halal 
di Indonesia.  









2012 5829 32890 6157 
2013 6666 64121 7014 
2014 10180 68576 10322 
2015 7940 77256 8676 
2016 6564 114264 7392 
Oktober 2017 7198 127286 8157 
Total 44377 484393 47718 
 
Sumber: Data diolah, 2018 
       Tabel data sertifikat halal LPPOM-MUI tahun 2012-Oktober 2017 dapat 



























Keterangan: data LPPOM MUI Pusat dan Provinsi 
Sumber : Data diolah, 2018 
      Tercatat, dari tahun 2012 hingga Oktober 2017, jumlah perusahaan industri 
manufaktur telah mencapai 47.718 perusahaan; jumlah sertifikat halal mencapai 
44.377; dan jumlah produk halal mencapai 484.393. jika dilihat, dari jumlah 
perusahaan, jumlah produk halal dan jumlah sertifikat halal yang telah 
dikeluarkan oleh LPPOM MUI mengalami peningkatan setiap tahunnya. 
Peningkatan tersebut mulai dari tahun 2012, yang baru 6157 sertifikat halal yang 
dikeluarkan, naik menjadi 7014 pada tahun 2013. Kenaikan produk halal tertinggi 
terjadi pada tahun 2016, hampir sebesar 50 persen dari tahun sebelumnya.  
       Kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal dalam industri pangan mulai 
tinggi. Sertifikat halal nyatanya menjadi suatu daya tarik tersendiri dalam dunia 
industri makanan minuman. Bagaikan dua mata uang, keberadaan sertifikasi 
halal sebenarnya memberikan dampak positif atau keuntungan, baik bagi 
produsen (pelaku usaha) maupun konsumen. As Pelu (209) pada Hasan (2014) 


















oleh konsumen, yakni antara lain: pertama, terlindunginya konsumen muslim dari 
konsumsi makanan, obat-obatan dan kosmetika yang tidak halal; kedua, secara 
kejiwaan perasaan hati dan batin akan menjadi tenang; ketiga, mempertahankan 
jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram; keempat, dapat 
memberikan kepastian dan perlindungan hukum.  
       Dari segi produsen, manfaat dari adanya sertifikat yakni: pertama, dapat 
menjadi sebuah legitimasi dari bentuk tanggung jawab produsen kepada 
konsumen atas kehalalan produk mereka; kedua, dapat meningkatkan 
kepercayaan dan kepuasan konsumen; ketiga, dapat meningkatkan citra dan 
daya saing perusahaan; keempat, sebagai alat pemasaran dan perluasan 
jaringan pemasaran; kelima, memberi keuntungan pada produsen dengan 
meningkatkan daya saing dan omzet produksi penjualan. Hasan (2014) 
menambahkan, bahwa manfaat sertifikasi halal bagi produsen yakni dapat 
meningkatkan mutu produk mereka di pasar nasional maupun global.  
       Selain karena meningkatnya kesadaran akan jaminan halal, terjadinya 
peningkatan pada sertifikasi produk juga disebabkan oleh adanya penerapan 
sisitem pendaftaran sertifikat halal via online. MUI merilis e-halal registration nya 
yakni dengan adanya Cerol-SS23000. Dengan adanya sistem ini, pendaftaran 
sertifikasi halal bisa dilakukan secara online. Aplikasi Cerol diluncurkan MUI 
sejak Mei 2012. Tujuan dari adanya e-halal registration ini diharapkan semakin 
memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Selain itu, dengan adanya 
sistem ini memungkinkan semua proses sertifikasi halal lebih transparan, efisien 
dan akuntabel (www.halalmui.org, 2018).  
        Di sisi lain, LPPOM MUI juga menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga 
penjamin keamanan dan kehalalan pangan di Indonesia dengan memberikan 



















Tabel 4.4: Daftar Fatwa Tentang Kehalalan yang diterbitkan oleh MUI  





Penyalahgunaan Narkotika 1976 
Makanan dan Minuman yang Bercampur Barang 
haram atau Najis 
1980 
Konsumsi Daging Kelinci 1983 
Konsumsi dan Budidaya Kodok 1984 
Konsumsi dan Budidaya Cacing dan Jangkrik 2000 
Penggunaan Organ Tubuh, Ari-ari, Air Seni Manusia 
bagi Kepentingan Obat-obatan dan Kosmetika 
2000 
Kloning 2000 
Hukum Kepiting 2002 
Vaksin Polio Khusus 2002 
Standar sertifikasi penyembelihan secara Halal 2009 
Hukum sPenggunaan Alkohol 2009 
Penerapan Produk Halal 2009 
Penggunaan Vaksin Menginitis bagi Jemaah Haji 
dan Umrah 
2010 
Kopi Luwak 2010 
Air Daur Ulang 2010 
Penggunaan Mikroba dan Produk Mikrobial dalam 
Produk Pangan 
2010 
Pencucian Alat Produksi yang Terkena Najis 
Mutawashshithah (Najis Sedang) dengan Selain Air 
2011 
 
Sumber: Data diolah, 2018 
       Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari fatwa-fatwa seputar kehalalan 
yang telah diterbitkan, beberapa  merupakan tanggapan atas suatu kasus atau 
isu sensitif terkait kehalalan suatu produk. Seperti pada kasus kopi luwak yang 
mulai marak di Indonesia di tahun 2009an. Kopi ini baik berjenis instan maupun 
kopi murni, sempat menjadi perdebatan atas kehalalannya. Hal ini dikarenakan, 


















mengeluarkan sikap dan fatwanya terhadap adanya kasus sensitif ini, sehingga 
masyarakat (terutama muslim) menjadi tenang dengan beredarnya kasus 
tersebut.  
       Selain itu, MUI juga memberikan aturan mengenai produk impor luar negeri. 
Saat ini, dari total lembaga penjamin halal yang diakui WHC (World Halal 
Council), MUI hanya mengakui produk halal yang berasal dari 42 lembaga 
penjamin halal dari 25 negara. MUI juga mengklasifikasikan kedalam tiga 
kategori. Yakni, untuk kategori pemotongan hewan ternak terdapat 32 lembaga 
yang disetujui, pada kategori bahan baku 38 lembaga disetujui dan 17 lembaga 
disetujui untuk kategori bumbu (www.halalmui.org, 2018). Ketentuan tersebut 
berlaku hanya jika sertifikat halal suatu produk diterbitkan oleh lembaga penjamin 
halal di negara yang sama. Keputusan MUI mengenai daftar lembaga sertifikat 
halal luar negeri yang diakui, berlaku setiap dua tahun terhitung sejak tanggal 
ditetapkannya keputusan tersebut. Dimana, MUI akan mengevaluasi dan 
memantau perkembangan dari setiap lembaga tersebut setiap dua tahun sekali.  






















v v v 10/06/18 
2. 




v v v 10/06/18 
3. 
Bahagian Kawalan 
Makanan Halal Jabatan 
Hal Ehwal Syariah 










































The Japan Moslem 
Association (JMA) 
Jepang - v v 16/08/18 
6. 
Taiwan Halal Integrity 
Development 
Association (THIDA) 
Taiwan v v - 27/06/18 
7. 
Jamiat Ulama Halal 
Foundation 
India v - - 27/06/18 
8. 
Jamiat Ulama I-Hind 
Halal Trust 
India v - - 23/08/18 
9. 
Asia Pacific Halal 
Council Co Ltd (APHC) 
Hong-
kong 
v v - 02/10/19 
10. 
The Central Islamic 
Comitte ofThailand 
(CICOT) 
Thailand v v - 07/11/18 
11. 
Halal Development 
Institute of the Phillipines 
(HDIP) 
















Turki - v - 08/06/19 
15. 
The Islamic Coordinating 




v v v 10/06/18 
16. 
Supreme Islamic Council 














































Global halal Trade 




v v -s 18/07/18 
19. 




v v v 15/07/18 
20. 
Australian Halal Authority 
& Advisers (AHAA) 
Austra- 
lia 
v v - 24/08/18 
21. 
Asia Pasific Halal 
Service – New Zealand, 




- v - 27/07/18 
22. 




v v - 27/06/18 
23. 
Halal Quality Control 
(HQC) 
Belanda v v v 10/06/18 
24. 
Halal Food Council of 
Europe (HFCE) 
Belgia v v v 16/08/18 
25. 
The Muslim Religious 
Union of Poland (MRU) 
Polan- 
dia 
v v - 10/06/18 
26. 
Instituto Halal De Junta 
Islamica (Halal Institute 
of Spain) 
Spanyol v v - 10/06/18 
27. 
World Halal Authority 
(WHA) 
Italia v v v 26/05/19 
28. 
Total Quality Halal 
Correct Certification 
(TQHCC) 
Belanda v v v 06/06/19 




Inggris - v - 15/08/18 
31. 
Halal Food Authority 
(HFA) 
Inggris v v - 26/05/19 
32. 
Halal Feed and Food 
Inspection Authority 
(HFFIA) 





































v v v 07/11/18 
34. 
Eurasia Halal Services 
Centre 
Turki - v - 02/20/19 
35. 




v v v 16/08/18 
36. 




v v v 27/06/18 
37. 
The Islamic Food and 




v v v 27/06/18 
38. 










v v - 19/10/18 
40. 
Federation of Muslims 
Associations in Brazil 
(FAMBRAS) 
Brasil v v v 08/08/18 
41. 
Islamic Dissemination 
Centre for Latin America 
(CDIAL)  
Brasil v v - 28/10/18 
42. 
National Independent 
Halal Trust (NIHT) 
Afrika 
Selatan 
v v - 26/05/19 
 
Sumber: Data diolah, 2018 
        Disisi lain, sebagai lembaga yang dituntut untuk senatiasa bisa menjawab 
tuntutan global dan  bersaing dengan pasar internasional, telah melakukan 
berbagai upaya. Hingga kini, standar halal MUI telah diakui dan diadopsi oleh 42 
lembaga sertifikasi halal di 25 negara. Sejalan dengan itu, laboratorium halal 
miliki LPPOM MUI telah mendapat pengakuan akreditasi lembaga oleh KAN 
(Komite Akreditasi Nasional) dengan dikeluarkannya sertifikat ISO 17065, 


















Hal tersebut tentu berimplikasi pada eksistensi lembaga LPPOM MUI di mata 
dunia. LPPOM MUI bisa menerapkan sesuai standar internasional dan otomatis 
akan memberikan kemudahan bagi ekspor produk halal yang telah tersertifikasi 
kepada negara-negara di Timur Tengah dan OKI (Hakim, 2018). 
4.1.2 UU JPH (Undang-Undang Jaminan Produk Halal) dan Implikasinya  
pada Industri Pangan Halal di Indonesia 
      Guna memaksimalkan fungsi jaminan produk halal di Indonesia, telah 
dibentuk Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal (JPH). UU JPH ini telah 
disahkan pada pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 
17 Oktober 2014, yakni pada UU No. 33 Tahun 2014. Undang-undang ini 
berawal dari adanya RUU JPH (Rancangan Undang-undang Jaminan Produk 
Halal) yang telah dibentuk sebelumnya pada tahun 2012. Menteri Hukum dan 
HAM (Hak Asasi Manusia) Amir Syamsudin, menegaskan bahwa adanya RUU 
JPH ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, yakni 
(www.bimasislam.kemenag.go.id, 2018) : 
1. Berbagai peraturan perundang-undangan mengenai produk halal dirasa masih 
belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi umat Islam; 
Adanya peraturan-peraturan yang sudah ada hanya sebatas membahas 
mengenai kehalalan produk pangan, namun belum mengatur tentang obat, 
kosmetika, kimia biologis, rekayasa genetika dan lain sebagainya secara 
detail; 
2. Belum adanya kepastian hukum yang jelas mengenai institusi mana yang 
merefleksikan keterlibatan negara secara jelas dalam jaminan produk halal di 
Indonesia. Posisi fatwa MUI yang masih diragukan legal-standingnya menjadi 


















3. Akibat cepatnya peningkatan teknologi  pada  pengolahan  pangan beserta  
turunannya, membuat semakin sulitnya pengkontrolan pada produksi dan 
peredaran produk yang ada di pasar; 
4. Sistem halal yang ada masih dirasa belum memiliki standar dan tanda halal 
resmi. Meski sudah ada logo halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI, namun 
nyatanya masih banyak produsen yang memberikan tanda logo halal sesuai 
kehendak mereka masing-masing. Sehingga penggunaan logo halal masih 
belum bisa dijadikan standar nasional sebagaimana pada negara Singapura, 
Malaysia dan Amerika Serikat; 
5. Sistem informasi mengenai produk halal belum sesuai dengan tingkat 
pengetahuan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Akibatnya banyak yang 
belum memahami dan menjalankan fungsi jaminan halal oleh pelaku usaha 
maupun masyarakat pada umumnya. 
       Dengan adanya UU JPH ini diharapkan semua produk yang masuk, beredar, 
dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Jenis produk 
tersebut adalah yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk 
kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik serta barang konsumsi yang 
dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karenanya, 
dengan adanya UU JPH ini membuat sertifikasi halal bukan lagi bersifat voluntary 
(sukarela) akan tetapi menjadi mandatory (kewajiban) (Abdullah (2017)  dan 
Thambrin (2016)).  
      Selain itu, dengan adanya UU tersebut membuat semua produk atau barang 
yang keluar dan masuk ke Indonesia (ekspor dan impor) juga harus terjamin 
kehalalannya. Pemerintah menargetkan pemberlakuan seluruh produk yang 
beredar tersertifikasi halal di Indonesia dalam waktu lima tahun, terhitung dari 
tahun 2014. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 67 UU JPH. Akan tetapi, 


















produk halal pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan Peraturan Pemerintah yang 
merupakan peraturan operasional dari UU JPH masih dalam tahap pembuatan 
hingga sekarang. Padahal peraturan tersebut ditargetkan selesai ditahun 2016, 
sesuai dengan amanat UU JPH. Selain itu, Kementerian Agama juga masih 
dalam proses konsultasi atau sosialisasi lebih lanjut terkait perancangan 
kebijakan, termasuk sedang membicarakannya dengan WTO (World Trade 
Organization) (www.ampc.com.au, 2018).  
      Selain itu, sesuai dengan isi pada bab 2 pasal 5 UU JPH, disebutkan bahwa 
untuk mencapai tujuan jaminan produk halal, maka dibentuklah BPJPH (Badan 
Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Dimana, BPJPH berada di bawah 
Kementerian Agama. BPJPH sendiri resmi baru terbentuk pada tanggal 11 
Oktober 2017 di Jakarta. Padahal, sesuai dengan amanat undang-undang, 
pembentukan badan ini maksimal tiga tahun sejak disahkannya undang-undang 
tersebut. 
       Dalam pelaksanaannya, BPJPH dibantu oleh kementerian dan/ atau 
lembaga terkait; Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai lembaga pemeriksa 
dan/ atau pengujian produk; dan MUI. Dimana, kerjasama BPJPH dengan MUI 
dilakukan dalam hal: 
a. sertifikasi auditor halal; 
b. penetapan kehalalan produk (dalam bentuk keputusan); dan 




























Gambar 4.3: Bagan Pihak Pelaksana Jaminan Produk Halal Beserta 




Sumber: Data diolah UU JPH Nomor 33 Tahun 2014, 2018 
      Sebagaimana yang telah diketahui, dengan adanya UU JPH ini menjadikan 
LPPOM MUI bukan lagi sebagai lembaga penjamin kehalalan satu-satunya di 
Indonesia. Akan tetapi, sesuai dengan isi undang-undang, wewenang penjamin 
kehalalan pangan juga dapat dilakukan oleh para LPH. Pendirian LPH sendiri 
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, antara lain: 
a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;  
b. memiliki akreditasi dari BPJPH;  
c. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan  



















      LPH merupakan lembaga yang didirikan oleh masyarakat, dan diajukan oleh 
lembaga keagamaan Islam (ormas) yang telah berbadan hukum. Sama 
sepertinya sebelumnya, dalam pelaksanaan lapang, LPH dibantu oleh auditor 
halal. Dimana, auditor ini bertugas memeriksa dan mengkaji langsung 
perusahaan dan produk yang akan disertifikasi. Selanjutnya, auditor halal akan 
melaporkan hasil pemeriksaan dan pengujiannya kepada LPH.  
      Ada perbedaan kriteria auditor halal sebelum dan sesudah adanya UU JPH. 
Sebelum adanya undang-undang tersebut, auditor tidak disyaratkan harus 
berlatar belakang tertentu. Akan tetapi, pada UU JPH disebutkan bahwa auditor 
halal merupakan sarjana dari enam macam pendidikan. Yakni di bidang pangan, 
kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi. Selain itu, auditor halal juga 
harus memiliki pemahaman ilmu agama yang komprehensif. Hal tersebut 
merupakan syarat mutlak bagi para calon auditor halal. 
      Selain itu, perbedaan lain mengenai aturan auditor halal sebelum dan 
sesudah adanya UU JPH yakni terletak pada aturan sanksi hukum. Jika 
sebelumnya tidak ada ketentuan mengenai sanksi tersebut, maka pada UU JPH 
pasal 57 dijelaskan bahwa auditor yang tidak menjalankan fungsinya dengan 
benar, seperti mendapat sogokan atau tidak bertanggung jawab, maka akan 
dikenai sanksi pidana. Sanksi tersebut berupa hukuman penjara selama lima 
tahun atau denda sebesar dua milyar rupiah. Sanksi ini sejatinya berlaku untuk 
semua pihak yang terlibat dalam proses jaminan produk halal. Sebagaimana 
bunyi pasal 57: 
“Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang 
tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang 
diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana 


















      Selain itu, sanksi pidana juga diberlakukan kepada para pelaku usaha 
(produsen pangan) yang tidak konsisten dalam melaksanakan fungsi jaminan 
halal. Disebutkan bahwa pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk 
mereka setelah tersertifikasi halal, maka akan dikenakan sanksi pidana. Yakni 
hukuman penjara selama lima tahun atau denda sebesar dua milyar rupiah. 
Ketentuan ini sebagaimana tertera pada bab IX pasal 56 UU JPH. 
Tabel 4.6:  Perbandingan Kebijakan Pangan Halal Berdasarkan UU Pangan 




UU Pangan UU JPH 
Lembaga Pelaksana 
Jaminan Halal 




LPPOM MUI Tidak terbatas 




bagi pelaku industri dan 
penyelenggara 
jamianan halal  yang 
melanggar aturan 
Terdapat sanki yang 
diberlakukan yakni berupa 
denda dan hukuman penjara 
bagi mereka yang melanggar 
Persyaratan Auditor 
Tidak ada persyaratan 
khusus 
Adanya persyaratan khusus: 
berlatar belakang pendidikan 
tertentu, dan harus memiliki 
pengetahun agama yang 
komprehensif 
Sumber: Data diolah, 2018 
       Adanya pembentukan BPJPH ini tidak lantas membekukan peran MUI. MUI 
tetap memiliki kewenangan dalam hal pemberian fatwa kehalalan dengan sidang 
Fatwa Halal bersama BPJPH setelah adanya pemeriksaan yang telah dilakukan 
oleh LPH (Karimah, 2015). Adapun alur proses pengajuan sertifikasi halal 



















Gambar 4.2: Alur Proses Sertifikasi Halal 
 
Sumber: Data diolah Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari‟ah, 2018 
       Sebagaimana yang terlihat pada bagan, dapat diketahui bahwa jika dalam 
tahap pemeriksaan administrasi tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, maka 
proses sertifikasi tidak dapat diteruskan. Begitupun sebaliknya, jika pada 
pemeriksaan administrasi dikatakan lolos, maka tahap selanjutnya yakni 
dilakukan pemeriksaan oleh auditor halal dan pengujian oleh LPH. Dimana, jika 
pada tahap ini ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi maka proses sertifikasi 
akan terhenti. Namun, jika syarat terpenuhi, maka selanjutnya hasil pemeriksaan 
akan dibawa ke BPJPH dan dilakukan sidang pemberian fatwa oleh lembaga-
lembaga terkait. Jika, pada tahap ini semua syarat terpenuhi, dan ditetapkan 
bahwa produk yang didaftarkan tersebut dinyatakan halal dari semua aspek, 
maka tahap terakhir adalah penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH.  
      Dengan adanya pembentukan undang-undang JPH ini menjadi tiitk terang 
mengenai berbagai isu miring yang ditujukan kepada MUI sebagai pelaksana 
penjaminan halal sebelumnya. Meski begitu, Afroniyati (2014) menyebutkan 
bahwa setidaknya ada dua motif yang mendasari adanya pemindahan 
kewenangan dari LPPOM MUI ke BPJPH. Pertama, motif ekonomi. Tidak adanya 


















sertifikasi halal yang telah dilakukan, membuat lembaga semacam MUI 
ditanyakan kredibilitasnya. Adanya peluang-peluang pungli (pungutan liar), biaya-
biaya tambahan, ataupun isu suap menyuap menjadi bahan pembicaraan miring 
yang ditujukan ke LPPOM MUI. Kedua, motif politik. Adanya pemindahan 
kekuasaan atas penyelenggaraan jaminan halal yang dilimpahkan kepada 
BPJPH seakan memperlihatkan adanya perebutan kewenangan atau otoritas 
oleh beberapa pihak yang terkait. Karena dengan adanya pemindahan 
wewenang tersebut, tentu ada beberapa pihak yang merasa diuntungkan.  
      Akan tetapi, keberadaan BPJPH dapat dikatakan merupakan i‟tikad baik 
pemerintah dalam memperbaiki sistem perlindungan keamanan pangan bagi 
para konsumen. Hal tersebut dapat terlihat dari muatan undang-undang yang 
semakin kompleks. Meski begitu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 
dalam memaksimalkan jaminan produk halal. Abdullah (2017) menyebutkan 
setidaknya ada empat hal yang harus diperhatikan oleh BPJPH, yakni: 
1. Pemerintah dihimbau segera menyelesaikan seluruh peraturan turunan dari 
Undang-undang Jaminan Produk Halal. Baik Peraturan Pemerintah (PP) dan 
Peraturan Menteri (PerMen). Hal tersebut dikarenakan BPJPH tidak bisa 
menjalankan fungsi dan tugasnya secara maksimal jika aturan turunannya 
belum dibuat; 
2. Membangun hubungan harmonis dan kooperatif dengan MUI mengenai 
kewenangan dalam melakukan akreditasi LPH dan sertifikasi auditor. Karena 
BPJPH hanya memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikat halal, 
sedangkan teknis pemeriksaan dilakukan oleh LPH dengan bantuan auditor 
halal; 
3. Pembentukan perwakilan BPJPH disetiap provinsi di Indonesia. Hal ini 
penting, dalam hal aksebilitas bagi para pelaku usaha yang akan mengajukan 


















4. Pemerintah dihimbau memberikan sosialisasi, edukasi  dan penyuluhan yang 
masif kepada masyarakat, baik pelaku usaha (khususnya produsen kecil dan 
menengah) maupun masyarakat luas mengenai pelaksanaan UU JPH 
tersebut. Hal tersebut untuk meminimalisir adanya asimetri informasi dalam 
pelaksanaan jaminan produk halal, sehingga tidak menimbulkan adanya 
tindak kecurangan. 
4.2 Perhatian Aspek Thayyib pada Industri Pangan Halal di Indonesia 
       Seperti yang diketahui bahwa, kata thayyib yang berarti „baik‟ senantiasa 
disandingkan dengan kata halal itu sendiri. Dalam Al-qur‟an sendiri disebutkan 
bahwa, dalam mengkonsumsi sesuatu diperintahkan untuk memilih yang halal 
dan baik (thayyib), sebagaimana yang tercantum dalam Q.S Al-Baqarah ayat 
168: Wahai manusia! makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang 
terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh 
setan merupakan musuh yang nyata bagimu. Thabrani (2013) mendefinisikan 
halal-thayyib sebagai makanan dan minuman yang dihalalkan oleh syari‟at dan 
mendatangkan kebaikan kepada manusia, tetapi tahap kebaikan tersebut 
tergantung pada kesesuaian masing-masing individu.  
       Menjamin ke-thayyib-an makanan dan minuman yang akan dikonsumsi juga 
pada dasarnya bertujuan untuk mencapai maslahah (kesejahteraan). Dimana, 
salah satu maslahah yang sangat penting untuk dipenuhi adalah maslahah 
dharuriyyat (Haq, 2007). Maslahah ini bersifat primer atau utama yang erat 
kaitannya dengan kelangsungan hidup seseorang. Sebagaimana konsep 
maslahah dharuriyat yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali, ada lima hal yang 
harus diperhatikan dalam mencapainya yang dikenal dengan istilah maqashid 
syari‟ah, yakni menjaga: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sejalan dengan 


















sangat penting dalam menjaga  jiwa, akal dan keturunan karena hal tersebut 
sangat berdampaknya kepadanya.  
       Aspek ini seakan menjadi penegas bahwa dalam mengkonsumsi sesuatu, 
halal saja tidak cukup. Akan tetapi industri pangan halal saat ini masih terlalu 
fokus pada aspek kehalalannya saja. Sedangkan, sebagaimana yang diketahui 
bahwa aspek thayyib sejatinya tidak bisa dilepaskan dari halal itu sendiri.  
      Thabrani (2013) memberikan rumusan halalan-thayyiban dalam 
mengkonsumsi suatu makanan. Rumusan itu antara lain; pertama, 
Memperhatikan kebersihan dan kesucian. Kebersihan dan kesucian disini lebih 
ditekankan pada proses produksi, tempat beserta alat-alat yang digunakan dalam 
kegiatan produksi. Kedua, mengenai sumber. Makna sumber yang dimaksudkan 
sangatlah luas. Sumber bisa diartikan baik terkait asal bahan pangan yang 
diproduksi, maupun sumber perolehan dari pangan tersebut.  Cara perolehan 
suatu konsumsi amat sangat menentukan hukum dari makanan itu sendiri. 
Sebagaimana yang diketahui bahwa, haram memperoleh sesuatu dari tindakan 
mencuri, riba, judi, menyuap, memakan harta anak yatim dan lain sebagainya. 
Konsumsi yang didasarkan pada perolehan cara seperti hal-hal tersebut,  
otomatis penyebabkan haramnya status konsumsi tersebut.   
      Ketiga, tidak menyebabkan rusaknya fisik maupun mental. mengkonsumsi 
suatu makanan hendaknya didasarkan pada kebutuhan dan kondisi fisik maupun 
mental. Seringkali, pola konsumsi masyarakat hanya didasarkan pada 
pemenuhan kebutuhan secara dhahir (yang tampak) saja tanpa memperhatikan 
butuh atau tidaknya tubuh dalam mengkonsumsinya. Sebagai misal, seseorang 
yang memiliki penyakit maag akut harusnya sangat menghindari makanan yang 
mengandaung asam yang tinggi. Sehingga makanan yang bersifat asam seperti 
cuka, kopi full cream bersifat kurang thayyib untuk dikonsumsi. Terlepas dari 


















kesanggupan tubuh dalam mencernanya. Sikap tidak berlebih-lebihan dalam 
aktivitas konsumsi merupakan salah satu pola yang mengikuti konsep thayyib. 
Sebagaimana firman Allaah subhanahu wata‟ala dalam Q.S Al-a‟raf : 31 yang 
artinya: 
 “ ...makan & minumlah, & janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” 
       Keempat, tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung syubhat. 
Syubhat merupakan perkara antara halal dan haram. Status hukumnya tidaklah 
halal ataupun haram. Syubhat merupakan perkara yang yang sebagian besar 
tidak disadari oleh manusia. Oleh karenanya, syubhat sangat berhubungan 
dengan keragu-raguan. Jika dikorelasikan dengan masa sekarang, dapat dilihat 
bahwa banyak sekali makanan maupun minuman diragukan status kehalalannya. 
Banyaknya isu beredar mengenai status halal atau haramnya suatu produk 
membuktikan bahwa masih terdapat banyaknya keraguan. Perkara syubhat bisa 
saja terjadi akibat adanya keraguan pada proses penyedian, pemrosesan dan 
lain sebagainya. Kebanyakan perkara syubhat banyak terjadi pada makanan 
olahan yang berasal dari hewan. Seperti misal, pencantuman bahan gelatin pada 
komposisi suatup produk makanan, masih belum jelas apakah gelatin tersebut 
berasal dari sapi atau babi. Oleh karenanya, diperlukan sifat wara‟ (kehati-hatian) 
dalam memilah-milah produk makanan dan minuman yang akan dikonsumsi.  
      Sedangkan menurut Izzudin (2016) mengatakan bahwa makanan yang 
thayyib yakni makanan yang memenuhi lima kriteria: 
1. Makanan yang tidak kotor atau rusak dari segi zatnya seperti kadaluarsa. dan 
makanan yang tidak terkontaminasi dengan  najis; 



















3. Dapat dikatakan makanan yang sehat, yaitu apabila mengandung gizi yang 
cukup dan memiliki mutu serta kualitas yang baik; 
4. Dapat dikatakan makanan yang proporsional. Yakni sesuai dengan kebutuhan 
serta tidak berlebihan dalam mengkonsumsinya; 
5. Dapat dikatakan makanan yang aman. Yaitu makanan yang tidak berbahaya 
bagi kesehatan dan tidak menyebabkan suatu penyakit. 
       Pentingnya aspek thayyib dalam industri pangan halal sejatinya dapat 
menjadi penjelas dan dapat memperluas ruang lingkup jaminan halal itu sendiri. 
Paling tidak, ada beberapa kategori yang bisa dirumuskan mengenai standar 
thayyib pada makanan. Misal dilihat dari kandungan gizi yang ada pada makanan 
dan minuman. Karena seperti yang diketahui bahwa, zat bahan makanan yang 
diakui halal  belum tentu thayyib secara kesehatan. Seperti penggunaan 
komposisi gula yang terlalu berlebihan dalam suatu makanan, dapat 
menimbulkan potensi penyakit jika dikonsumsi secara berlebihan. Sehingga, 
perlu adanya jaminan atas ke-thayyib-an suatu makanan yang bersanding 
dengan label halal, meskipun aspek thayyib terkadang bersifat subjektif atau 
tidak universal. Contoh pengaplikasian aspek thayyib dalam industri pangan halal 
bisa berupa penggunaan definisi "Halal" untuk produk yang memenuhi 
persyaratan halal utama dan "Halal &Toyyiban" untuk produk yang memenuhi 
persyaratan halal dan kesehatan (Demirci dkk, 2016). Oleh karenanya  perlu 
adanya standarisasi aspek thayyib yang diakui dan disepakati secara global. Hal 
tersebut bisa menjadi bahasan baru bagi lembaga standar halal dunia,seperti 
SMIIC (The Standards and Metrology Institute Institute for Islamic Countries), 
WHC (World Halal Council), maupun IHAF (International Halal Accreditation 
Forum).  
       Sejauh ini, perhatian pada aspek thayyib dalam pelaksanaannya di 


















Wewenang pemeriksaan dan pengujian aspek thayyib dilakukan oleh BPOM. 
Untuk menjalankannya, BPOM membuat pedoman Cara Produksi Pangan 
Olahan yang Baik (CPPOB). CPPOB merupakan pedoman yang menjelaskan 
bagaimana memproduksi pangan olahan agar aman, bermutu dan layak 
dikonsumsi. Secara garis besar CPPOB berbicara mengenai standar keamanan 
dan  mutu pangan guna menghindari resiko bahaya pangan. Hal ini diatur dalam 
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 
Tahun 2004. Setiap sarana pada produksi pangan olahan harus memenuhi 
persyaratan CPPOB yang dibuktikan dengan sertifikat yang akan diterbitkan oleh 
BPOM. Sertifikat tersebut didasarkan pada permohonan yang dilakukan oleh 
perusahaan kepada Kepala Badan dan nantinya dilakukan proses audit terlebih 
dahulu. Tata cara sertifikasi CPPOB ini diatur dalam Peraturan Kepala BPOM 
Nomor 11 tahun 2014.  
       Adanya prosedur aspek thayyib yang telah dijalankan di Indonesia sejatinya 
memang memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya berusaha memberikan 
jaminan pangan lewat aspek kehalalannya saja. Akan tetapi, aspek thayyib 
dalam hal ini adalah penjaminan kemanan, mutu dan gizi juga diberlakukan. 
Namun, tinjauan thayyib pangan dirasa masih belum bisa merepresentasikan 
aspek tersebut secara sempurna. Karena, perhatian BPPOM sebagai 
pelaksanaannya, masih berfokus pada pihak produsen saja. Aspek thayyib, juga 
perlu ditekankan kepada konsumen sebagai pihak yang mengkonsumsi produk 
pangan secara langsung. Perlu adanya edukasi, sosialisasi terkait konsumsi 
makanan thayyib dan bahkan pencantuman label thayyib pada setiap kemasan 
produk (jika perlu) guna memaksimalkan penjaminan pangan pada aspek thayyib 



















4.3  Jaminan  Halal pada Sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)  
di Indonesia 
        Sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) merupakan salah satu 
sektor andalan Indonesia dalam memajukan sektor industrinya. 
Keberadaanya diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2008. Pengertian 
UMKM menurut UU adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh 
seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan 
atau pendapatan tertentu.  
       Dalam pengelompokkannya, UMKM diklasifikasikan menurut kekayaan 
bersih yang diperoleh dari hasil usaha. Dimana usaha mikro merupakan usaha 
yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh juta 
rupiah). Sedangkan usaha Kecil kekayaannya berkisar Rp. 50.000.000,- (lima 
puluh juta rupiah) sampai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan usaha 
menengah berkisar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai Rp. 
10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). 
       Sementara itu, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok menurut 
persepktif usaha, yaitu (laporan LPPI dan BI, 2015) : 
1. UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima; 
2. UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun 
kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya; 
3. Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha 
dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor; 
4. Fast Moving Enterprise adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang 
cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar; 
     Keberadaan UMKM di Indonesia sejatinya memang tidak bisa dipandang 
sebelah mata. Ada beberapa hal yang membuat UMKM menjadi sektor industri 


















1. Adanya krisis pada tahun 2008-2009 tidak membuat keberadaan UMKM 
melemah. Buktinya, terdapat sekitar 96% UMKM yang masih bertahan pada 
saat itu (Laporan LPPI dan BI, 2015); 
2. Tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM. Menurut data BPS 
(Badan Pusat Statistik) pada tahun 2016, terdapat sebanyak 53,4 juta jiwa 
tenaga kerja (44,3% dari total pekerja nasional) yang bekerja pada usaha 
mikro dan kecil non pertanian. 
Gambar 4.3 : Serapan Tenaga Kerja Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan 
Besar non Pertanian Tahun 2016 (dalam persen) 
 
Sumber: Data diolah BPS, 2018 
3. Potensi penerimaan PDB (Produk Domestik Bruto) dari sektor UMKM dari 
tahun 2009 sampai 2013 mencapai 57,6 persen dari total penerimaan PDB, 
dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,7 persen tiap tahunnya (BPS, 2017);  
4. Pertumbuhan UMKM yang semakin tinggi. Diketahui bahwa sampai tahun 
2013, total UMKM yang tercacat sebanyak 57.895.721 unit usaha dan 
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Sumber: Data diolah BPS, 2018 
5. Penyumbang volume ekspor Indonesia sebesar 14,06% (Rp. 166,63 triliun) 
dari total ekspor pada tahun 2015 (Laporan LPPI dan BI, 2015); 
6. Nilai investasi yang tinggi pada sektor UMKM. Pada tahun 2012 tercatat nilai 
investasi UMKM atas dasar harga konstan sebesar Rp. 583.426,4 milyar dan 
naik sebesar 4,19 persen pada tahun 2013 (Rp. 607.879,3 milyar) 
(Kementerian Koperasi dan UKM, 2017); 
7. Sektor UMKM juga memiliki multiplier effect yang tinggi. Karena sektor ini 
sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat 
meningkatkan pemerataan pendapatan dan mengurangi ketimpangan 
ekonomi (Laporan LPPI dan BI, 2015). 
      Akan tetapi, kondisi sebagian besar UMKM yang ada di Indonesia masih 
terbilang rentan dalam keberlangsungan usahanya (survive). Hapsari (2014) 
mengatakan bahwa kebanyakan para pelaku UMKM berada dalam kondisi yang 
sangat kompetitif dan dalam ketidakpastian. Data 2012-2013 Kementerian 
UMKM dan Koperasi menunjukkan bahwa komposisi usaha UMKM didominasi 




























Usaha Mikro 55.856.176 98,79 57.189.393 98,77 
usaha Kecil 629.418 1,11 654.222 1,13 
Usaha Menengah 48.997 0,09 52.106 0,09 
Jumlah 56.534.592 100 57.895.721 100 
 
Sumber: Data diolah, 2018 
       Dari tabel tersebut, terlihat hampir 99 persen pelaku UMKM di Indonesia 
merupakan pelaku usaha mikro. Itu artinya, UMKM di Indonesia didominasi oleh 
usaha yang masih sangat terbilang kecil secara modal dan profit usaha (dibawah 
Rp. 50.000.000,-).  
       Meski begitu, potensi yang sangat besar pada sektor UMKM, merupakan 
salah satu sasaran terbaik pemerintah dalam meningkatnya lewat kebijakan 
sertifikasi halal. Sebagaimana yang diketahui bahwa adanya sertifikasi halal tidak 
hanya sebatas kebutuhan bagi umat Islam, akan tetapi sudah melebar menjadi 
penjaminan pangan itu sendiri dan komoditas dagang. Arrezia (2015) melakukan 
penelitian tentang pengaruh sertifikat halal terhadap peningkatan penjualan 
UMKM jasaboga di kota Bogor. Dari 28 responden yang diteliti, 19 diantaranya 
mengaku mengalami peningkatan omset usaha setelah memiliki sertifikat halal. 
Dimana, 14 dari 28 responden menyebutkan bahwa keinginan untuk memiliki 
sertifikat halal didasarkan pada keinginan pribadi.  
       Namun, diketahui bahwa pada sektor UMKM masih banyak sekali para 
pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal. Penelitian yang dilakukan oleh 
pada Maryati dkk (2016) menyebutkan beberapa faktor kendala dalam pengajuan 


















pelaku UKM makanan beku di daerah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, 
Tangerang, Bekasi). Hasilnya, didapatkan sebanyak 33,3% kendala yang ada 
dikarenakan tidak adanya kelengkapan dokumen. Dokumen-dokumen tersebut 
menjadi syarat pengajuan, seperti izin edar MD (Merek Dalam negeri) dan izin 
industri IUI/IUMK (Izin Usaha Industri/ Izin Usaha Mikro Kecil). Para pelaku 
usaha mengaku tidak lengkapnya dokumen sebagai syarat tersebut dikarenakan 
pengurusan birokrasi yang rumit, terutama izin edar MD pada BPOM (Maryati, 
2016). 
       Pada penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa sejumlah pelaku usaha 
UMKM tidak dapat mengurus penerbitan sertifikat halal dikarenakan kendala 
ditahap awal, yakni persyaratan pemberkasan atau dokumen. Meski begitu, 
pengurusan izin edar MD sejatinya merupakan sebuah keharusan bagi para 
pelaku usaha. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan 
Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran 
Pangan Olahan.   
       Meski begitu, sejumlah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat 
dalam memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha UMKM sudah pernah 
dilakukan. Seperti pemberian sertifikat halal gratis. Setidaknya ada sejumlah 
pemerintah daerah yang telah melakukan kebijakan tersebut. 
Tabel 4.8: Daftar Pemberian Sertifikat Halal Gratis bagi UMKM di Sejumlah 




Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2009 300 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2012-2014 140 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2014 750 





















Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2011- Agustus 2016 3.216 
Pemerintah Kabupaten Bangka 
Belitung 
2017 1.000 
Pemerintah Provinsi Nusa 
Tenggara Barat 
2017 200 




Sumber: Data diolah, 2018 
       Adanya kebijakan tersebut ditujukan kepada semua pelaku UMKM yang 
telah melengkapi syarat berkas pengajuan. Akan tetapi, adanya kebijakan 
tersebut masih dirasa belum bisa menjangkau semua pelaku UMKM. Hal 
tersebut dikarenakan jumlah UMKM yang banyak dan semakin bertambah setiap 
tahunnya. 
       Pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan mengenai sertifikasi halal pada 
UMKM, sehingga kebijakan yang dibuat bisa optimal dan memberikan manfaat 
sebesar-sebesarnya bagi semua kalangan pelaku UMKM. Adanya pengurusan 
sertifikat halal dengan harga terjangkau (lebih ringan) dirasa akan lebih 
berdampak positif kepada semua kalangan pengusaha UMKM daripada 
memberikan sertifikat gratis dengan jumlah terbatas. Kemudahan persyaratan 
pemberkasan dan proses sertifikasi juga merupakan hal yang penting untuk 
diperhatikan. Selain itu, adanya edukasi, sosialisasi dan pengarahan kepada 
pelaku usaha amat sangat penting untuk terus dilakukan. Mengingat, pelaku 
usaha UMKM kadang terlalu sibuk untuk menjaga dan memperbesar pasar, 
mengelola keuangan, serta mendidik karyawan sehingga kurang memperoleh 
informasi mengenai pengajuan sertifikat halal secara detail 


















4.4 Dilematika Persoalan Pangan Halal di Indonesia 
        Diketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan mayoritas 
berpenduduk muslim. Sekitar 208.072.862 jiwa dari penduduknya merupakan 
pemeluk agama Islam, atau sebesar 87,56 persen dari total penduduk Indonesia 
(BPS, 2018). Selain itu, Indonesia juga telah memiliki lembaga penjamin halal 
LPPOM MUI yang beridiri sejak tahun 1989. Akan tetapi, hal tersebut  tidak 
lantas merepresentasikan penduduk muslim di Indonesia benar-benar merasa 
aman dalam konsumsi pangan. masih banyak sekali terjadi kasus pencemaran 
makanan, terutama yang mengandung daging babi di Indonesia. Kasus 
pemalsuan makanan dengan menggunakan  bahan haram merupakan salah satu 
iso sosial-ekonomi yang paling memberi dampak besar bagi kesehatan, fisik, 
mental dan spiritual (Salahudin dan Ramli, 2016).  
       Salah satu isu bahan makanan haram yang sensitif adalah penggunaan 
daging babi. Di Indonesia, ada sejumlah kasus daging babi yang pernah 
menghebohkan masyarakat, antara lain (repository.ump.ac.id, 2018): Di tahun 
2009, terjadi kasus dendeng dan abon sapi yang terindikasi daging babi di kota 
Malang (Tempo, 2009); tahun 2012 ditemukan tempat penggilingan daging sapi 
yang dicampur dengan daging babi pada produk bakso di daerah Cipete, Jakarta 
Selatan (Vivanews, 2012); penelitian kandungan daging babi pada bakso di 
daerah Salatiga, ditemukan 1 dari 13 sampel positif mengandung daging babi 
(Fibriana, 2010) serta berbagai kasus lainnya. 
       Realita tersebut didukung dengan aktifnya Indonesia menjadi negara 
mengekspor daging babi. Diperkirakan pendapatan ekspor daging babi Indonesia 
pada tahun 2017 mencapai USD 10.000 (www.worldstopexports.com, 2018). 
Selain itu, perkembangan jumlah peternakan babi lokal di Indonesia juga 























2009 2010 2011 2012 2013 
Nusa Tenggara 
Timur 
1.583.052 1.724.591 1.669.705 1.697.252 1.729.659 
Sumatera Utara 734.043 660.662 749.354 866.207 947.414 
Bali 925.290 922.947 922.739 890.598 900.662 
Sulawesi Selatan 546.351 608.335 612.414 603.337 624.724 
Papua 540.480 537.782 518.963 577.407 588.086 
Kepulauan 
Bangka Belitung 
265.171 472.757 462.319 452.271 297.498 
Kalimantan Barat 474.804 476.422 484.689 484.284 485.314 
Sulawesi Utara 320.136 345.926 375.198 393.724 409.473 
Maluku 185.828 214.668 247.984 286.470 330.929 
 
Sumber: Soewandi dan Talib, 2018 
      Maraknya kasus pencemaran daging babi pada produk makanan, juga 
dikarenakan harga daging babi yang lebih murah jika dibandingkan harga daging 
sapi. Di daerah Jakarta, rata-rata harga daging babi berlemak berkisar Rp. 
74.000,- dan rata-rata harga daging sapi Rp. 123.000,- 
(www.infopangan.jakarta.go.id, 2018). 
       Mudahnya bahan makanan yang beredar di masyarakat, membuat 
penyalahgunaan bahan haram produk makanan rentan terjadi. Karakteristik 
masyarakat muslim Indonesia yang mendominasi secara kuantitas, belum 
diimbangi dengan tingkat kehati-hatian dalam memilih makanan yang akan 
dikonsumsi.  
        Banyaknya penjual atau pedagang makanan saji yang tersebar di Indonesia 
juga kurang dibarengi dengan kesadaran akan etika bisnis. Seyogyanya, 


















yang digunakan pada tempat usahanya. Sehingga, masyarakat umum dapat 
merasa aman dengan memperoleh informasi makanan yang akan 
dikonsumsinya. Selain itu, para pelaku usaha juga harus memperhatikan setiap 
alat produksi yang digunakan ketika proses produksi. Seperti pada kasus daging 
bakso, penggilingan daging yang dipakai oleh para pelaku usaha tidak dibedakan 
antara daging halal dengan daging babi. Akibatnya, meski tidak dengan sengaja 
menggunakan daging babi sebagai bahan baku utamanya, daging bakso sapi 
nyatanya sudah terkontaminasi dengan daging babi akibat menggunakan alat 
giling yang sama.  
4.4.1 Regulasi Pangan Halal dan Keberadaan Lembaga Advokasi Indonesia 
(Indonesia Halal Watch) 
       Dengan adanya Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 
2014, maka sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap pengawalan 
implementasi UU JPH maka didirikanlah lembaga advokasi IHW (Indonesia Halal 
Watch). Meski begitu lembaga ini sudah didirikan sebelum diresmikannya UU 
JPH. Indonesia Halal Watch didirikan pada tanggal 23 Januari 2013. Dibentuknya 
lembaga ini berfungsi untuk melakukan advokasi kepada para pelaku usaha 
untuk melakukan (www.halalwatch.or.id, 2018): 
1. Labelisasi produk; 
2. Mediasi kepada pelaku usaha dan konsumen; 
3. Memberikan penerangan mengenai pengertian halal; 
4. Melakukan sosialisasi mengenai JPH; 
5. Mengawasi produk dan produk halal yang beredar; 
6. Mengurus mengurus sertifikasi halal apabila ada produsen yang memakai 
sertifikat halal palsu, sudah tidak berlaku lagi (expired), dan lain-lain.  


















1. Apabila ditemukan produk yang diragukan ke halalannya, maka IHW akan 
menemui pelaku usaha meminta klarifikasi langsung, atau dengan melakukan 
uji sampel produk tersebut dengan teknologi Procine Detection Kit ke LPPOM 
MUI; 
2. Identifikasi persoalan, misalnya: 
a.  Memakai logo sertifikat halal, padahal belum disertifikasi 
b. Logo setifikat halal yang dipakai sudah expired 
c. Berdalih menggunakan bahan halal padahal proses produksinya belum di 
sertifikasi 
3. Meminta pelaku usaha untuk sementara mencabut terlebih dahulu label halal 
dari produknya; 
4. Pelaku usaha diberikan penjelasan, untuk mengajukan sertifikasi sendiri atau 
didampingi Indonesia Halal Watch; 
5. Pelaku usaha yang tidak kooperatif Indonesia Halal Watch berkewajiban 
mengingatkan dengan menegur sampai melakukan upaya hukum. 
       Meski pelaksanaan implementasi dari UU JPH belum terlihat, lembaga ini 
sudah melakukan berbagai bentuk advokasi kepada para pelaku usaha, 
diantaranya (Abdullah, 2018) : 
1. Ditemukannya bahan makanan perisa essence frambozan merek “Kapal 
Layar” yang diproduksi oleh CV. Purnomo yang mengandung alkohol sebesar 
± 63.45%. Dimana, besar kandungan alkohol tersebut jelas tidak halal dan 
dapat membahayakan konsumen. Oleh karenanya, IHW melakukan 
pemanggilan kepada pihak perusahaan untuk meminta penjelasan sekaligus 
memberikan rekomendasi untuk menurunkan kadar alkohol tersebut sesuai 
dengan aturan undang-undang.; 
2. Adanya pencantuman logo halal yang tidak sesuai dengan ketentuan (PP 


















dilakukan oleh PT. Thong Sing Yuen pada produk makanan olahannya yang 
bermerek “Oat Choco”. IHW memanggil pihak perusahaan untuk memberikan 
klarifikasi serta himbauan untuk melakukan sertifikasi halal ke LPPOM MUI; 
3. Adanya pencantuman menu halal dan non-halal yang tidak terpisah pada 
rumah makan Legoh di Bandung. IHW lantas memanggil pihak rumah makan 
dan memberikan rekomendasi untuk: (i) membuat daftar menu baru secara 
jelas dan memisahkan menu halal dan non-halal; (ii) membuat standing 
banner di pintu rumah makan yang memuat informasi adanya makanan non-
halal yang dijual. 
       Keberadaan Indonesia Halal Watch sejatinya merupakan bentuk 
representasi dari adanya regulasi pada jaminan halal yang telah dibuat oleh 
pemerintah. Kedepannya, lembaga ini diharapkan dapat mengekspansi peran 
dan fungsinya sehingga controlling akan jaminan halal dapat lebih terarah dan 
optimal.  
       Meski begitu, lembaga ini masih belum bisa menjangkau seluruh pelaku 
usaha. Regulasi mengenai jaminan pangan halal masih terbatas dikalangan 
pelaku usaha kecil dan menengah. Padahal, sebagaimana yang diketahui bahwa 
pelaku usaha UMKM di Indonesia didominasi oleh para pelaku usaha mikro.  
4.5 Hubungan Industri Pangan Halal dengan Perekonomian Indonesia 
       Sejak tahun 1991, sektor industri pengolahan telah menjadi kontributor 
terbesar dalam pembentukan PDB Indonesia, yakni sekitar 20,51 persen pada 
tahun 2016 dan 20,97 persen pada tahun  2015 (BPS, 2016). Sektor industri 
pengolahan (manufaktur) memiliki banyak subkategori, salah satunya yakni 
sektor industri pengolahan makanan dan minuman. Pada tahun 2015 dan 2016, 
sektor Industri Pengolahan Makanan dan Minuman merupakan subkategori yang 


















pengolahan. Pertumbuhan pada subkategori ini mencapai 8,15 persen (dari 5,61 
% ke 5,98 %) 
Gambar 4.5 : Kontribusi  Lima Subkategori Terbesar dalam Industri 
Pengolahan terhadap Total PDB Indonesia, tahun 2015 dan 
2016 (dalam persen) 
 
 
Sumber: Data diolah BPS, 2018 
        Diagram tersebut menunjukkan bahwa, subkategori makanan dan minuman 
merupakan penghasil pendapat terbesar pada sektor industri pengolahan. 
Persentase yang diperoleh hampir menyamai jumlah total dari empat subkategori 
terbesar lainnya. Itu artinya, Industri Pengolahan Makanan dan Minuman di 
Indonesia memiliki prospek yang tinggi. Hal tersebut wajar, mengingat kebutuhan 
akan pangan merupakan salah satu kebutuhan utama atau primer. 
       Selain itu, jika dilihat dari penyerapan tenaga kerja pada sektor Industri 
Pengolahan, subkategori Makanan dan Minuman merupakan menyerap tenaga 
kerja terbesar di Indonesia. Dimana,  para pelaku usaha industri makanan dan 


















Tabel 4.9: Persentase PDB Lapangan Usaha Industri Pengolahan Makanan 
dan Minuman Atas Dasar Harga Berlaku, 2012-2016 
 
Subkategori 2012 2013 2014 2015*) 2016**) 
Makanan dan Minuman 24,77 24,47 25,23 26,76 29,15 
 
catatan: *) angka sementara 
 **) angka sangat sementara 
Sumber: Data diolah BPS, 2018 
        Dari enam belas subkategori pada sektor Industri Pengolahan (manufaktur), 
industri Makanan dan Minuman memberikan kontribusi penyerapan tenaga kerja 
terbesar. Di tahun 2016, industri ini mampu menyumbang sebesar 29, 15 persen 
dari  seluruh nilai tambah yang diciptakan oleh Industri Pengolahan.  
      Selain itu, jika dilihat dari komposisi penyumbang ekspor Indonesia, 
kelompok industri makanan dan minuman merupakan penyumbang terbesar. 
Terbukti, dari total 23 kelompok hasil industri, kelompok industri makanan 
menghasilkan nilai ekspor terbesar berturut-turut dari tahun 2012 hingga 2016. 















11.251.284 11.472.314 12.191.380 9.008.431 10.246.411 9,33% 
Logam Dasar 10.501.046 9.578.170 9.851.912 8.607.003 8.241.642 7,51% 















































5.541.578 5.681.411 5.553.187 5.383.853 5.066.742 4,61% 
Kulit, Barang 
dari Kulit dan 
Alas Kaki  
3.864.463 4.220.614 4.469.760 4.853.691 5.014.492 4,57% 
 
Sumber: Data diolah Kementerian Perindustrian, 2018 
         Dari beberapa data diatas, dapat diketahui bahwa subkategori industri 
pangan (makanan dan minuman) memiliki pengaruh yang sangat tinggi bagi 
perekonomian Indonesia, baik dari segi penyumbang PDB terbesar, penyerap 
tenaga kerja terbesar, maupun subkategori sektor industri penyumbang devisa 
terbesar negara.  
       Meski belum diketahui secara jelas kontribusi pangan halal terhadap 
perekonomian sebesar, akan tetapi industri pangan halal merupakan salah ssatu 
pos yang memiliki andil bagi perekonomian. Sebagaimana yang diketahui bahwa 
industri pangan halal tidak bisa dipisahkan begitu saja dengan komponen industri 
makanan minuman secara keseluruhan. Sejauh ini diketahui, 26,11 persen 
produk yang beredar telah tersertifikasi halal (www.simbi.kemenag.go.id, 2018). 
Industri pangan diharapkan dapat menjadi lokomotor penggerak PDB negara 


















Sehingga, dengan pesatnya perkembangan industri pangan halal baik secara 
nasional maupun internasional akan sangat berdampak bagi perekonomian 
Indonesia kedepannya. 
4.6 Prospek Pengembangan Industri Pangan Halal Indonesia 
       Sebagaimana yang dilaporkan oleh State of The Global Islamic Economy 
Report tahun 2017/2018 mengatakan bahwa pengeluaran muslim global pada 
sektor ini mencapai USD 1.24 triliun pada tahun 2016. Dimana, 84 persennya 
merupakan pengeluaran dari negara OKI (Organisasi Kerjasama Islam) dan 16 
persen dari negara non-OKI. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 
6.2 persen dari tahun sebelumnya. Diperkirakan pendapatan yang diterima dari 
pengeluaran muslim global di sektor pangan akan mencapai USD 1.98 triliun 
pada tahun 2022.  
       Selain itu, potensi besar juga berasal dari konsumen non-muslim. 
Permintaan non-muslim akan makanan sehat, berkualitas, organik, serta 
mendukung sumber daya  berkelanjutan semakin tinggi. Hal tersebut 
menyebabkan makanan halal semakin populer dikalangan konsumen non-
muslim. Menurut Akhtar (2015) Terjadi penawaran makanan organik dan halal 
yang tinggi di negara-negara non-OKI oleh seperti pada perusahaan Honest 
Chops (Amerika), Halal Exotic Meats (Inggris), dan Willowbrook Farm (Inggris). 
Selain itu, berdasarkan laporan USDA (United States Department of Agriculture) 
mengatakan bahwa setidaknya sampai tahun 2014, sudah 27.000 lebih sertifikat 
halal yang diberikan kepada perusahaan pangan organik di seluruh dunia 
(Alonzo, 2015). Oleh karenanya, sektor pangan halal merupakan salah satu 
sektor yang sangat potensial. Sektor ini akan menjadi pendorong perkembangan 


















        Fakta dunia menunjukkan bahwa banyak negara-negara di dunia sedang 
berusaha menjadi negara industri pangan halal terbaik dunia. Semakin maraknya 
tren halal di dunia membuat semua sektor industri berlomba-lomba untuk 
mengikut tren tersebut. Hal itu dikarenakan besarnya potensi pasar global yang 
yang dimiliki. Seperti yang diketahui, bahwa sektor pangan halal merupakan 
salah satu sektor terbesar hingga saat ini. Saat ini, munculnya berbagai 
terobosan yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan pangan internasional. 
Seperti munculnya berbagai e-commerce (perdagangan elektronik) yang khusus 
menjual produk halal. Perusahaan supermarket produk tersertifikasi halal 
terbesar di Singapura „My Outlet‟  meluncurkan global marketplace halal mereka 
bernama Haladeen.com pada tanggal 10 Januari 2017 (www.haladeen.com, 
2017). Marketplace ini khusus menjual berbagai produk yang telah terjamin 
kehalalannya. 
       Dalam bidang investasi, dunia pangan halal internasional menjadi ladang 
investasi yang sangat potensial. Banyak stakeholder (pemegang saham) global 
sedang beramai ramai menggelontorkan dananya untuk perkembangan industri 
pangan halal. Seperti negara Spanyol yang berencana akan mendirikan Halal 
Cluster di Cordoba, yang merupakan perusahaan produk halal di Spanyol 
(Instituto Halal, 2017). Selain itu, Asiabio Capital, yang merupakan perusahaan  
teknologi, telah setuju untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan di China 
dalam memproduksi dan memasarkan makanan yang bersertifikat halal secara 
global (Mahpar, 2017). 
       Sebagai salah satu negara yang mempelopori adanya lembaga penjaminan 
halal di dunia, Indonesia memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan 
industri pangan halal. Selain itu, Indonesia juga merupakan pasar pengeluaran 
muslim tertinggi dunia pada sektor pangan. Pada tahun 2016, diperkirakan 


















sektor pangan. Di sisi lain, adanya komitmen pemerintah dalam men-goal-kan 
jaminan pangan halal dengan dibuatkannya UU JPH, merupakan langkah bagi 
perkembangan industri pangan halal Indonesia. Dengan berbagai potensi besar 
tersebut, diharapkan Indonesia bisa menjadi negara dengan sektor industri 
pangan halal yang maju dan berdaya saing, terutama dalam hal ekspor produk 
pangan halal ke seluruh negara.  
4.6.1  Peluang Industri Pangan Halal Indonesia 
        Dengan berbagai potensi yang dimiliki oleh Indonesia, serta adanya potensi 
pangan halal global, menjadikan Indonesia memiliki berbagai peluang dalam 
mengembangkannya. Ada beberapa peluang yang dimiliki oleh Indonesia dalam 
mengembangkan industri pangan halal, diantaranya: 
4.6.1.1 Pengembangan Agroindustri dan Produk FMCG (Fast Moving 
Consumer Goods) Halal 
      Agroindustri merupakan adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian 
sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk 
kegiatan tersebut (Soekartawi, 2001). Indonesia memiliki sumber daya alam yang 
sangat kaya. Dengan kekayaan hasil alam yang melimpah, membuat Indonesia 
memiliki potensi besar untuk mengembangkannya. Diketahui bahwa pada tahun 
2016, Indonesia merupakan negara penghasil tanaman kelapa, kayu manis, dan 
cengkeh terbesar di dunia. Di posisi kedua terbesar dunia, Indonesia 
mendudukinya pada tanaman vanila dan pala. Sedangkan, hasil buah pisang 
dan kopi Indonesia menempati urutan terbesar ketiga dunia (www.fao.org, 2018). 
Dengan ditopang oleh sektor pertanian yang sangat potensial mendukung daya 
saing ekonomi Indonesia, terutama dalam mengembangkan agroindustri halal.  
       Disisi lain, pengembangan agroindustri dapat difokuskan pada perusahaan 


















produk dengan kriteria memiliki biaya produksi yang relatif rendah dan pergantian 
omset yang cepat, namun memiliki umur simpan produk yang relatif singkat 
karena sifatnya yang mudah rusak. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh 
Euromonitor (lembaga riset pasar internasional) menyebutkan bahwa pada tahun 
2013 pasar halal global mencapai USD 2.3 triliun, dimana 67% merupakan 
FMCG dan 33% non-FMCG. Dengan komposisi produk FMCG yakni, 35% 
makanan dan minuman, 12% kategori bakery, 9% kosmetik dan perawatan 
tubuh, 5% kategori gula, dan 6% kategori suplemen nutrisi (Anggara, 2017). 
Pasar FMCG di Indonesia mengalami tren positif setiap tahunnya. Di tahun 2017 
terjadi peningkatan panjualan produk-produk FMCG di seluruh Indonesia sebesar 
8,4% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini mengalahkan negara-negara 
tetangga: Malaysia 0.5%; Filipina 1,1%; Thailand -0.4%; dan Vietnam 5.3% 
(www.kantarworldpanel.com/id, 2018). 
Tabel 4.11:  Perbandingan Pertumbuhan Pendapatan Produk FMCG dan 
Pendapatan Domestik Bruto Indonesia, Malaysia, Thailand 







1. Indonesia 5.1% 8.4% 
2. Vietnam 7.7% 5.3% 
3. Filipina 6.6% 1.1% 
4. Malaysia 5.9% 0.5% 
5. Thailand 4.0% -0.4% 
 
Sumber: Data diolah, 2018 
      Banyak perusahaan besar FMCG makanan-minuman yang ada di Indonesia. 
Perusahaan Kantar World Panel Indonesia, menerbitkan hasil pemeringkatan 
merek telaris di Indonesia pada tahun 2017 sebagai berikut:  
1. Indomie (PT. Indofood CBP) 


















3. Mie sedap (PT. Wings Food) 
4. Frisian Flag (PT. Frisian Flag) 
5. So Klin (PT. WIngs)  
6. Kapal Api (PT. Santos Jaya Abadi) 
7. Indofood (PT. Indofood CBP) 
8. Masako (PT. Ajinomoto) 
9. Lifebuoy (PT. Unilever) 
10. Rinso (PT. Unilever) 
        Pada posisi pertama diduduki oleh merek mi instan Indomie. Dimana, merek 
ini juga masuk ke dalam delapan besar merek terlaris dunia dan merek nomor 
satu di negara Nigeria. Dari 10 besar merek terlaris di Indonesia, tujuh 
diantaranya merupakan merek makanan dan minuman. Sebagian merupakan 
merek lokal Indonesia dan sisanya merupakan perusahaan multinasional. 
Kesemuanya merek tersebut sudah mendapat sertifikat halal dari LPPOM MUI 
(indeks produk halal LPPOM MUI, 2018). Oleh karenanya, diharapkan merek-
merek makanan dan minuman FMCG menjadi optimisme bagi pelaku industri 
agar semakin dapat meningkatkan industri pangan halal di Indonesia.  
       Meski begitu, pemerintah selaku pemangku kebijakan dan regulator harus 
senantiasa memperhatikan perkembangan sektor tersebut dan turut aktif 
mengembangkannya. Diharapkan peran kolaborasi pemerintah, pelaku bisnis 
agroindustri halal, dan antar masyarakat dapat fokus pada pengembangan 
agroindustri halal, sehingga mampu menciptakan atmosfer bisnis yang berdaya 
saing secara sehat. Selain itu, perlu untuk mencari dukungan industri yang 
inovatif dan pengembangan teknologi. Semua elemen harus memastikan 
jaringan usaha yang lancar dan berkesinambungan, sehingga ketika industri dan 
pemasok dari suatu sektor saling berhubungan, maka terdapat peluang besar 


















4.6.1.2 Pengembangan E-Commerse Produk Pangan Halal 
       Perkembangan era digital membuat kegiatan perekonomian semakin 
fleksibel. Adanya akses tanpa batas dan no-barrier (tidak adanya penghalang) 
membuat teknologi ini banyak dimanfaatkan, tak terkecuali oleh para pelaku 
industri. Dewasa ini, banyak bermunculan berbagai e-commerce baik skala 
nasional maupun global. Diantaranya marketplace: Amazon (Amerika), E-bay 
(Amerika), Alibaba (Cina), JD.com (Cina), Groupon (Amerika), dan Zalando 
(Jerman). Diperkirakan bahwa transaksi ekonomi pada e-commerce global yang 
terjadi pada tahun 2018 mencapai USD 2.842 milyar (Statista, 2018). 
       Indonesia merupakan pasar e-commerse yang sangat potensial. Pada 
kuartal kedua tahun 2017, Indonesia menduduki peringkat lima dunia pada 
kategori tingkat penetrasi belanja online (statista, 2018). Penetrasi ini didasarkan 
pada transaksi pada semua jenis e-commerce, baik skala nasional maupun 
global.  
Gambar 4.6:  10 Negara dengan Tingkat Penetrasi Belanja Online Tertinggi 
Tahun 2017 (Kuartal Kedua) 
 
Keterangan: persentase dari total populasi negara 


















       Pada grafik tersebut, dapat terlihat bahwa tren masyarakat Indonesia pada 
pembelian online sangat tinggi. Dari tahun 2016 hingga 2018, penjualan e-
commerce ritel di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. 
Diperkirakan pada tahun 2022, total pengeluaran masyarakat Indonesia pada e-
commerce mencapai Rp. 214.175 milyar rupiah (statista, 2018).  
      Pesatnya pertumbuhan penjualan e-commerce dilatar belakangi oleh 
berbagai faktor. Survei yang dilakukan oleh lembaga DigitasLBi mengungkapkan 
faktor terbesar yang mendorong pembelian online adalah: pertama, faktor harga 
yang lebih terjangkau. Kedua, barang tidak tersedia di toko umum. ketiga, 
kemudahan transaksi tanpa harus pergi ke luar (www.marketingcharts.com, 
2018).   
       Dari berbagai macam jenis produk yang ditawarkan oleh setiap marketplace, 
produk makanan dan minuman merupakan salah satu yang paling diminati. 
Menurut survei Google yang dilakukan pada  tahun 2015, produk makanan dan 
minuman menempati urutan ke lima terlaris setelah kategori buku dan majalah; 
alat elektronik; gadget; dan fashion (katadata, 2018).  
       Seperti yang telah diketahui bahwa, para pelaku industri pangan halal global 
sedang mengembangkan platform-commerce mereka untuk memasarkan produk 
halalnya. Seperti perusahaan My Outlet Singapura yang meluncurkan global 
marketplace halal mereka bernama Haladeen. DagangHalal oleh Malaysia yang 
sudah ada sejak tahun 2004, serta Zilzar yang dibuat pada tahun 2014 oleh 
perusahaan Malaysia.  
       Tingginya potensi pasar e-commerce Indonesia maupun dunia,menjadi 
peluang bagi pelaku usaha pangan halal Indonesia untuk mengembangkan 
usahanya. Sudah saatnya, Indonesia memiliki platform-commere produk halal 


















pangan halal, serta kooperasi dengan para investor untuk dapat mengekspansi 
produk halal mereka secara online dikancah dunia.  
4.4.1.3 Pengembangan Produk Premiun Halal Organik  
      Seperti diketahui bahwa, permintaan produk organik global semakin 
meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016, pasar pangan organik global 
menembus USD 110.25 milyar (sekitar 280 juta metrik ton produk yang 
dihasilkan) dan diperkirakan pada tahun 2022 mencapai USD 262.85 atau naik 
sekitar 16.5 persen (www.techsciresearch.com, 2018). Hal ini dikarenakan, 
semakin maraknya pola konsumsi vegetarian dan semakin meningkatnya 
perhatian masyarakat global akan pola hidup sehat.  
Grafik 4.7: Faktor Pendorong Pembelian Produk Organik 
 
Sumber: Data diolah, 2018 
       Harga produk organik memang cenderung lebih mahal jika dibandingkan 
dengan produk pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan, mahalnya biaya 
perawatan dan waktu budidaya yang lebih lama. Selain itu, produk organik 
merupakan produk yang menggunakan bahan alami pilihan dan bebas dari 


















       Pasar pangan organik dapat dikelompokkan pada enam kategori: daging 
organik, unggas dan produk susu, buah-buahan dan sayuran organik, roti 
organik, minuman organik, dan manakan olahan organik. Diantara semua 
kategori tersebut, buah-buahan dan sayuran organik merupakan kategori yang 
mendominasi pasar produk organik global (www.techsciresearch.com, 2018). 
Beberapa negara yang memiliki tingkat permintaan produk organik terbesar, 
yakni: Inggris, Jepang, Jerman, Amerika, Kanada, Italia, dan Perancis (Sahota, 
2017).  
       Salah satu perusahaan produk organik global  yang ternama adalah 
Newman‟s Own. Perusahaan ini berada di Amerika Serikat dan sudah didirikan 
sejak 1982. Sesuai dengan fokusannya, perusahaan ini menjual berbagai produk 
organik, mulai dari makanan, minuman hingga makanan peliharaan hewan 
organik. Perusahaan ini berafiliasi dengan Newman‟s Own Foundation, dimana 
seluruh laba bersih yang didapat didonasikan ke berbagai organisasi pendidikan 
dan amal (www.newmansown.com, 2018).  
       Indonesia memiliki potensi alam yang sangat besar dalam mengembangkan 
produk organik halal. Mengingat, lahan pertanian Indonesia yang sangat luas dan 
subur. Pemerintah pernah meluncurkan program “Go Organic” pada tahun 2010. 
Program ini berisi berbagai kegiatan seperti pengembangan teknologi pertanian 
organik, pengembangan perdesaan melalui pertanian organik, pembentukan 
kelompok tani organik, dan membangun strategi pemasaran pangan organik 
(Mayrowwani, 2012). Namun, program tersebut masih belum berjalan dengan 
lancar. Para petani Indonesia masih terlalu prematur dan kolot pada pertanian 
organik.  
       Lebih daripada itu, pengembangan sektor organik seharusnya tidak pada 
pertanian saja. Industri pengolahan pangan organik juga harus digenjot, 


















satu perusahaan ritel yang menjual produk organik (sehat) di Indonesia adalah 
perusahaan Lemonilo. Perusahaan ini bergerak pada penjualan lewat e-
commerce. Perusahaan ini menggaet beberapa UKM sebagai mitra bisnis 
mereka. Sebagian besar, produk-produk yang dijual juga telah tersertifikasi halal 
MUI (www.lemonilo.com, 2018).  
       Butuh perhatian lebih oleh pemerintah, berbagai lembaga terkait, dan para 
pelaku usaha yang jeli dalam melihat peluang pangan organik ini. Sehingga 
iharapkan kedepannya, industri pangan halal organik dapat tumbuh pesat di 
Indonesia dan dapat berekspansi global guna memenuhi permintaan global yang 
tinggi akan produk tersebut. 
4.6.1.4 Pengembangan Artikel Pangan Halal dan Event Pangan Halal Global 
       Perkembangan industri pangan halal tidak hanya sebatas didasarkan pada 
kebijakan dan regulasi saja. Akan tetapi, seluruh komponen sosial juga sangat 
penting diperhatikan untuk mengembangkan industri ini. Kekuatan sustainability 
dari ekosistem yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengembangkan sektor 
industri pangan halal sangat penting. Laporan State of the Global Islamic 
Economy yang dikeluarkan oleh perusahaan Thomson Reuters menyebutkan 
bahwa ada empat indikator penting yang harus diperhatikan pada industri halal 
sebuah negara, yaitu: 
1. Supply makanan yang berkelanjutan ke negara OKI (ekspor Daging/ Binatang 
Hidup ke negara-negara OKI) 
2. Pemerintahan (peraturan Halal dan persyaratan sertifikasi) 
3. Pengetahuan (jumlah artikel dan penyelenggaraan event-event terkait) 
4. Sosial (indeks harga makanan)  
pengukuran ini didasarkan pada keseluruhan sektor-sektor terkait yang 


















berdasarkan garis besar komponen kunci industri secara keseluruhan dan 
didasarkan pada isu-isu kontemporer. Semua komponen tersebut pada dasarnya 
penting untuk pengembangan industri sebagai bisnis global, tak terkecuali 
indikator pengetahuan. 
       Adanya pengembangan pada artikel ilmiah pangan halal dan 
penyelenggaran event pangan halal merupakan salah satu tolak ukur 
berkembangnya industri pangan halal suatu negara. Sebagaimana yang 
diketahui, bahwa Malaysia merupakan top leader negara pangan halal dunia saat 
ini. Negara ini sangat getol dalam mengembangkan artikel tentang pangan halal. 
Selain itu, berbagai event pangan halal internasional telah diselenggarakan 
setiap tahunnya, seperti: MIHAS (The Malaysia International Halal Showcase), 
HALFEST (Halal Fiesta Malaysia), MIFB (Malaysian International Food and 
Beverages Trade Fair), WHF (World Halal Forum), dan WHR Summit (World 
Halal Research). 
        Indonesia memiliki jumlah perguruan tinggi yang sangat banyak yakni 
sekitar  3.224 perguruan tinggi negeri maupun swasta pada tahun 2015 (BPS, 
2018). Selain itu Indonesia juga didukung oleh berbagai lembaga riset pertanian 
dan pangan yang ada menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkaya literasi 
pangan halal ilmiah. Akan tetapi, selama tahun 1996-2014, tingkat literasi ilmiah 
Indonesia di kancah dunia sangat rendah. Indonesia hanya berada diurutan 57 
dunia dalam  kategori jumlah artikel yang diterbitkan dalam bentuk jurnal (World 
Bank, 2018). Salah satu hal yang mendasarinya adalah kurangnya sokongan 
dana bagi penelitian. Diketahui bahwa Indonesia masih sangat kurang dalam 
memberikan anggran dana penelitian, yakni kurang dari 0,1 persen (World Bank, 
2018). Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaa mengatakan 
bahwa standar dari UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 


















       Penyelenggaraan event-event pangan halal internasional sangat penting 
dilakukan sebagai branding industri pangan Indonesia kepada global. Selain itu, 
pemerintah diharapkan juga aktif menjalin hubungan internasional dengan 
negara-negara lain dalam pengembangan pangan halal. Dengan  adanya 
pertemuan internasional, bisa menjadi ajang bagi pemerintah dalam 
mengevaluasi perkembangan industri pangan halal di Indonesia. Sehingga 
kedepannya, pemerintah dapat menyusun roadmap industri pangan halal dengan 
lebih stategis.  
4.4.1.5  Meningkatkan  Ekspor  Pangan Halal Indonesia dengan   
Memaksimalkan Peluang  MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN)  
        MEA atau pasar tunggal ASEAN merupakan suatu peluang besar bagi 
industri pangan halal Indonesia. MEA sudah berjalan dan diresmikan pertanggal 
01 Januari 2016 silam. Diketahui pada tahun 2013, kekuatan ekonomi ASEAN 
mencapai USD 3,36 triliun dengan laju pertumbuhan sebesar 5,6 persen 
(www.djpen.kemendag.go.id, 2018). Dengan adanya, MEA maka barrier 
(hambatan) perdagangan menjadi hilang, sehingga perdagangan menjadi 
bebeas. Hal tersebut, membuat industri di Indonesia, terutama pangan dapat 
lebih mudah meraup pangsa pasar ASEAN. 
        Momentum MEA sejatinya memberikan gambaran bagi industri pangan 
halal di Indonesia untuk mengekspansi diri. Pemerintah harus fokus pada 
branding industri pangan terutama produk UMKM, sehingga UMKM Indonesia 
memiliki nilai jual produk yang tinggi di mata negara ASEAN. Selain itu, 
pemerintah juga memastikan bahwa setiap produk UMKM yang telah 
tersertifikasi halal oleh lembaga halal di Indonesia, mengingat kesadaran halal 
muslim global semakin meningkat setiap tahunnya. Sehingga diharapkan dengan 
adanya daya saing produk UMKM Indonesia yang bersaing di MEA dapat  


















4.6.2  Tantangan Industri Pangan Halal di Indonesia 
        Selain berbagai peluang yang dimiliki oleh Indonesia dalam 
mengembangkan industri pangan halal, Indonesia juga harus jeli melihat 
tantangan yang ada. Semakin berkembangnya zaman, banyak hal yang akan 
menjadi tantangan global. Berbagai negara baik negara OKI maupun non-OKI 
sedang berlomba-lomba dalam mengembangkan industri pangan halal yang 
sangat potensial bagi perekonomian ini. Ada beberapa hal yang harus 
diperhatikan Indonesia dalam mengembangkan industri halal kedepannya. 
4.6.2.1 Memastikan Keberhasilan Pelaksanaan Jaminan Produk Halal 
        Sebagaimana Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang telah 
ditetapkan pada tahun 2014, membuat regulasi industri pangan halal di Indonesia 
semakin kompleks. Berbagai aturan dan kebijakan baru dibuat dengan tujuan 
memaksimalkan jaminan produk halal di Indonesia. Pemerintah dengan i‟tikad 
baiknya telah menunjukkan usahanya. Akan tetapi, sampai saat ini implementasi 
dari undang-undang tersebut masih belum bisa terlihat. Peraturan-peraturan 
turunan undang-undang tersebut hingga saat ini belum ada yang mencapai tiitk 
finish. Padahal pemerintah menargetkan waktu dua tahun (2016) untuk 
menyelesaikan peraturan pelaksaan undang-undang tersebut. Hal ini sesuai 
dengan pasal 65 UU JPH Nomor 33 Tahun 2014. 
        Prof. Dr. Nur Syam yang merupakan sekretaris jendral Kementerian Agama 
mengungkapkan bahwa ada enam hal yang harus diperhatikan dalam 
penyusunan Peraturan Pemerintah terkait Jaminan Produk Halal, antara lain 
(www.nursyam.uinsby.ac.id, 2018): 
1. Penetapan jenis sertifikasi produk yang harus dilakukan sebelum tahun 2019 


















2. Rencana pemerintah pasca tahun 2019, ketika seluruh produk harus 
bersertifikat halal; 
3. Bagaimana sikap pemerintah jika ternyata masih banyak produk yang 
diperdagangkan di Indonesia dan belum bersertifikat halal setelah tahun 2019; 
4. Bagaimana dengan seluruh produk seperti makanan, minuman, obat-obatan, 
kosmetik, dan barang atau alat sehari-hari (misal: piring, sendok, sepatu, ikat 
pinggang) yang juga harus terkena kewajiban jaminan produk halal;  
5. Bagaimana dengan status obat dan kosmetik yang ternyata belum bisa 
menyediakan sumber bahan halal pasca tahun 2019; 
6. Bagaimana dengan perilaku UMKM nanti yang juga harus berkewajiban 
menjalankan jaminan produk halal. 
       Pemerintah memang dituntut untuk segera merealisasikan Undang-undang 
Jaminan Produk Halal, akan tetapi pemerintah juga harus teliti dalam 
merumuskan berbagai kebijakan nantinya. Sehingga, jaminan produk halal dapat 
berjalan efektif dan tepat sasaran. Disisi lain, pelaksanaan dari UU JPH ini 
memiliki beberapa tantangan kedepannya, yakni: 
1. Dikarenakan seluruh proses sertifikasi bermuara pada BPJH, maka ini menjadi 
tantangan bagi lembaga tersebut untuk menyusun sistem sertifikasi yang 
efektif, kredibel, efisien, dan akuntabel sehingga dapat menjawab tuntutan 
dan kebutuhan masyarakat (Faidah, 2017). 
2. Penetapan standar halal oleh BSN (Badan Standardisasi Nasional) bersama 
BPJPH harus mampu mengesampingkan sentimen setiap daerah. Hal 
tersebut dikarenakan, adanya kantor-kantor LPH diberbagai daerah nanti 
cenderung akan menampilkan perbedaan yang mencerminkan keragamaan 



















4.6.2.2  Meningkatkan  Jaminan Produk Halal di Indonesia dengan Adanya  
Perkembangan Teknologi  
       Dewasa ini perkembangan teknologi tidak bisa dipungkuri. Berbagai alat 
baru diciptakan oleh untuk memudahkan urusan manusia. Tak terkecuali pada 
bidang teknologi pangan. Tidak hanya sekedar mengenai alat pengolah pangan, 
akan tetapi dewasa ini telah banyak dikembangkan alat keakurasian untuk 
mendeteksi kehalalan pada bahan makanan. LPPOM MUI sebagai salah satu 
lembaga penjamin halal, harus bisa menjawab tantangan zaman. Kompleksitas 
masalah halal-haram dalam industri pangan merupakan tantangan bersama.  
       Hingga kini diketahui, alat pendeteksi masih sebatas pada deteksi DNA 
daging babi. Salah satunya adalah PCR (Polymerase Chain Reaction) yang 
merupkaan salah satu metode yang akurat dalam untuk mendeteksi cemaran 
daging babi (Wardani dan Sari, 2015). Akan tetapi, sebagaimana yang diketahui 
bahwa bahan haram tidak hanya berasal dari babi saja, seperti makanan yang 
mengandung darah hewan, bangkai dan sejenisnya. Sehingga, lembaga 
penjamin halal di Indonesia harus mengupayakan jaminan halal secara 
menyeluruh dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini. 
Dibutuhkan alat pendeteksi yang akurat, ramah lingkungan dan tidak 
membutuhkan waktu yang lama. Sehingga diharapkan, kualitas halal produk 
Indonesia bisa benar-benar terjamin kehalalannya, memiliki daya saing global 
dan mampu diterima oleh pasar internasional.  
4.6.2.3  Memastikan Logistik  dan Supply Chain (Rantai Pasokan) Makanan  
Halal  
       Kompleksitas proses dalam industri pangan menjadi hal yang amat perlu 
diperhatikan aspek halalnya. Selama ini perhatian konsumen pada kehalalan 
produk hanya sebatas pada labelisasi halal saja. Sedangkan, jaminan kehalalan 


















produk tersebut hingga sampai ke tangan konsumen. Secara sederhana, sistem 
logistik dan supply chain produk halal sebenarnya meliputi proses bahan baku 
dari pemasok, produksi, distribusi dan peredaran produk di masyarakat. 
Gambar 4.8: Sistem Halal Logistik  
 
Sumber: Data diolah, 2018 
        Kehalalan suatu produk seharusnya benar-benar memperhatikan setiap 
langkah dan alat yang digunakan dalam empat tahapan tersebut. Mulai dari 
tahap pertama, mendapatkan bahan baku dari pemasok. Produsen harus 
memastikan kehalalan bahan baku yang digunakan, alat transportasi yang 
dipakai untuk pengambilan barang (tidak terkontaminasi dengan barang haram) 
dan penyimpanan bahan baku pada gudang pabrik (tidak bercampur dengan 
bahan baku haram ataupun gudang penyimpanan bersih dan higinis sesuai 
standar). Tahapan kedua, yakni proses produksi barang yang meliputi: 
pengolahan, pengemasan, pelabelan, sertifikasi halal dan penyimpanan. 
Keseluruhan tahapan proses tersebut harus dipastikan sesuai prosedur halal, 
mulai dari lokasi, alat, proses dan bahan yang digunakan. 
        Di tahapan selanjutnya, yakni pendistribusian produk yang telah jadi. Pada 
tahapan ini, gudang penyimpanan dan keseluruhan alat transportasi harus 
dipastikan aman dari bercampurnya dengan produk non-halal dan zat berbahaya 
selama proses transportasi. Dewasa ini, telah dikembangkan teknologi pelacakan 
distribusi „track and trace technology‟. Dengan teknologi ini, perusahaan logistik 
dapat memonitoring proses distribusi produk dari awal hingga akhir (Perdana, 


















namun untuk mempertahankan dan menunjukkan integritas halal di seluruh 
rantai pasokan hanya akan mungkin melalui penggunaan teknologi tersebut 
(International Trade Global, 2015). 
     Pada tahapan terakhir, yakni sebelum sampai ke tangan konsumen, maka 
produk akan melewati para retailer. Dalam hal ini, para retailer baik pedagang 
besar, tengkulak dan pedagang kecil. Pada tahap ini juga harus dipastikan 
bahwa produk akan sampai ke tangan konsumen sesuai dengan kondisi ketika 
pasca produksi, yakni halal yang telah tersertifikasi dan tidak terkontaminasi 
dengan sesuatu yang haram maupun zat berbahaya. Retailer  juga harus 
mengelompokkan produk-produk halal pada rak penjualan produk tersendiri, 
sehingga produk halal tidak sampai bercampur atau terkontaminasi dengan 
produk non-halal lain yang dijual.  
      Saat ini Malaysia sebagai leader negara pangan halal dunia telah 
memberlakukan standar dan pedoman umum pada sistem logistik dan supply 
chain produk halal demi menjamin produk yang halalan-thayyiban. Peraturan 
tersebut mencakup: Persyaratan Sistem Manajemen untuk Transportasi Barang 
dan / atau Layanan Rantai Kargo (MS2400: 2010 bagian I); Persyaratan Sistem 
Manajemen untuk Pergudangan dan Aktivitas Terkait (MS2400: 2010 bagian II); 
dan Persyaratan Sistem Manajemen untuk Retailer (MS2400: 2010 bagian III) 
(www.halalclub.co, 2018).  
       Indonesia hingga saat ini, masih fokus pada proses produksi yang meliputi 
lokasi, alat dan bahan baku (UU JPH). Belum adanya peraturan dan regulasi 
mengenai logistik dan supply chain produk halal menjadi tantangan bagi 
Indonesia kedepannya. Diharapkan, keseluruhan proses suatu produk yakni 
proses logistik dan supply chain dapat menjadi perhatian pemerintah untuk 


















(masyarakat) akan jaminan halal dapat meningkat dan produk halal Indonesia 
bisa bersaing sesuai dengan permintaan pasar.  
4.6.2.4 Pendanaan Syari’ah bagi Pengembangan Industri Pangan Halal 
        Pengembangan sektor pangan halal harus didukung oleh sektor yang lain, 
termasuk investasi. Lembaga keuangan yang ada menjadi basis penting dalam 
peningkatan industri pangan halal di indonesia. Setidaknya, ada dua peran 
penting yang diharapkan dari adanya investasi di sektor ini, yakni:  
1. Sebagai lembaga pendukung yang akan mempromosikan dan memfasilitasi 
industri pangan halal untuk berkembang; 
2. Sebagai lembaga yang memberikan penambahan modal bagi para pelaku 
industri pangan halal.  
studi yang dilakukan oleh World Bank pada tahun 2006 menyimpulkan bahwa 
setiap dolar yang digunakan untuk promosi ekspor akan meningkatkan 
pendapatan ekspor sebesar USD 40 (Evans dan Syed, 2015). 
        Peran pemerintah dalam mengupayakan berkembangnya industri pangan 
halal dengan dukungan investasi, dapat diaktualisasikan dalam berbagai macam 
hal. Salah satunya yakni dengan menyelenggarakan pameran dagang produk 
halal. Dengan memaksimalkan berbagai potensi sektor pangan, baik agrokultur, 
industri UMKM maupun makanan tradisional khas Indonesia. Salah satu 
penyelenggara pameran produk halal yang sukses adalah MATRADE (Malaysia 
External Trade Development Corporation) yang merupakan agen promosi 
perdagangan ekspor Malaysia dibawah naungan Kementerian Perdagangan dan 
Industri Internasional Malaysia. Selama sepuluh tahun, penyelenggaraan 
pameran produk halal MIHAS (Malaysian International Halal Showcase) sukses 
dilakukan.  Pada penyelenggaraan MIHAS tahun 2014, pameran ini telah 


















penjualan yang didapat sebesar RM 1,1 milyar atau sekitar Rp. 3,887 triliun. 
(Evans dan Syed, 2015). 
       Selain itu, permodalan bagi para pelaku industri pangan halal juga sangat 
penting bagi perkembangan sektor tersebut, terutama pada UMKM. Tantangan 
bagi Indonesia untuk menciptakan iklim investasi syariah yang sehat dan mampu 
menunjang kebutuhan industri pangan halal. Pemerintah harus merumuskan 
sejumlah kebijakan agar para investor baik  asing maupun lokal mau melakukan 
invesatasi syariah, terutama bagi para pelaku UMKM pangan halal. Investasi 
tersebut bisa dialokasikan untuk mempermudah proses sertifikasi halal bagi para 
pelaku UMKM. Kemudahan tersebut dapat dalam bentuk  biaya sertifikasi yang 
murah serta kemudahan saat pemprosesan.  
      Disisi lain, kontribusi perbankan syari‟ah di Indonesia juga diharapkan 
mampu meningkatkan perkembangan industri pangan halal. Perbankan syariah 
memiliki peranan strategis dalam meningkatkan usaha UMKM terutama dalam 
masalah pendanaan (funding) dan supporting pada masalah pendampingan 
teknis dan non-teknis. Meski secara kualitatif perbankan syariah sudah 
melakukan berbagai strategi namun secara kuantitatif ternyata peran perbankan 
































5.1 Kesimpulan  
       Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV, maka penulis 
akan memaparkan kesimpulan dari penelitian studi pustaka yang telah dilakukan. 
Berikut beberapa poin yang bisa disimpulkan, yakni: 
a. Prospek pengembangan industri pangan halal di Indonesia didukung oleh 
tingginya pasar muslim global dan tingginya permintaan non-muslim terhadap 
makanan organik dan sehat. Industri pangan halal merupakan sektor yang 
sangat potensial bagi perekonomian, sehingga banyak negara-negara lain 
sedang berlomba-lomba meningkatkan industri pangan halal mereka.  
b. Peluang industri pangan halal di Indonesia, antara lain: pengembangan 
agroindustri dan produk FMCG (Fast Moving Consumer Goods) halal; 
pengembangan e-commerce produk pangan halal oleh pelaku industri; 
memaksimalkan momen MEA untuk meningkatkan perkembangan sektor 
UMKM;  pengembangan produk premium halal organik; pengembangan artikel 
pangan dan event pangan halal global. 
c. Tantangan industri pangan halal di Indonesia, antara lain: memastikan 
keberhasilan pelaksanaan jaminan produk halal; meningkatkan kapabilitas 
jaminan produk halal dengan memanfaatkan perkembangan teknologi; 
memastikan logistik  dan supply chain (rantai pasokan) makanan halal; 
pendanaan syari‟ah bagi pengembangan industri pangan halal. 
       Selain itu, kesimpulan lain mengungkapkan bahwa perkembangan industri 
pangan halal di Indonesia masih sangat dinilai kurang maksimal. Indonesia 


















dimiliki seharusnya mampu bersaing dengan negara-negara lain. Adanya 
Undang-undang Jaminan Pangan Halal yang telah dibuat dan disahkan pada 
tahun 2014 masih belum dapat terlaksana hingga sekarang, sehingga berbagai 
kasus tentang makanan yang tercampur bahan haram masih sering terjadi. 
Pemerintah dinilai kurang sigap dalam menggerakkan industri pangan halal, 
akibatnya Indonesia menjadi salah satu negara industri pangan halal yang 
tertinggal di  dunia.  
5.2 Saran 
        Berdasarkan pemaparan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, 
maka pada bagian ini penulis akan memberikan beberapa saran. Adapun saran-
saran tersebut antara lain: 
a. Dengan maraknya berbagai kasus makanan haram yang masih beredar, 
menjadikan pemerintah harus lebih aktif memberikan perlindungan kepada 
masyarakat. Salah satunya yakni pemerintah harus gencar melakukan 
sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi 
makananan halal yang menyehatkan dan apa saja kriteria makanan yang 
halal. Kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai media masa, 
koran, televisi, internet dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan, 
masyarakat lebih teredukasi, memiliki tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi 
dan dapat menjadi konsumen yang lebih selektif dalam memilih makanan.  
b.  Pemerintah harus mampu memberikan kemudahan baik secara akses, biaya 
maupun persyaratan prosedural bagi para pelaku usaha UMKM dalam 
melakukan sertifikasi halal. Seperti, pemberian keringanan biaya sertifikasi 
halal, kemudahan syarat-syarat dokumen yang diajukan dan lain sebagainya. 


















tersertifikasi halal dapat meningkat pesat, dan dapat meningkatkan 
pendapatan di sektor industri pangan halal. 
c. Pemerintah diharapkan memberikan berbagai pelatihan softskill bagi para 
pelaku industri pangan halal. Pelatihan softskill tersebut dapat meliputi: 
branding produk, marketing produk, etika bisnis secara Islam dan lain 
sebagainya. Sehingga para produsen pangan halal di Indonesia dapat 
mendapat kepercayaan lebih dari masyarakat dan mampu meningkatkan daya 
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